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KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
berkah-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun
Anggaran 2025 telah disusun sesuai dengan sistematika yang telah
ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) maka
tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah
satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran
2025 dan sebagai perwujudan dari upaya menciptakan pemerintahan yang
baik, transparan dan akuntabel.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memerlukan
penyempurnaan, kontribusi masukan dan saran sangat di harapkan guna
peningkatan kualitas kinerja di masa mendatang. Terucap terima kasih
kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah ini.
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, yang
mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan
akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar.

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang
dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang
baik, yang mana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam
memberikan pelayanan publik. Laporan Kinerja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden

Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk pelaksanaan tugasnya tertuang
i



dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 140 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten

Kepulauan Selayar. Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan

Pendapatan Daerah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan di

Bidang Pengelolaan Keuangan, Pengeloaan Barang Milik Daerah dan

Pengelolaan Pendapatan Daerah yang dalam penyelenggaraan tugas pokok

tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusun kebijakan teknis fungsi penunjang bidang pengelolaan
keuangan dan pendapatan daerah;

2. Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

3. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan;

4. Pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD);

5. Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan
pengeluaran kas daerah;

6. Penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD);

7. Pengoordinasian penerimaan dana perimbangan dan penerimaan
lainnya;

8. Penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama

pemerintah daerah;



9. Pelaksaan sistem akuntansi daerah;

10. Pelaksanaan pemungutan Pajak daerah dan retribusi Daerah, Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB);

11. Pengoordinasian pemungutan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang
dikelola oleh SKPD lainnya; dan

12. Pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan
barang milik daerah.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan
mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran
pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator
Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap S (lima) Indikator
Kinerja Utama, disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang
capaiannya 100% yaitu indikator kinerja nilai Lakip, indikator kinerja
laporan keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi (SAP) dan indikator
kinerja opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dan ada 1 (satu)
indikator kinerja yang pencapaiannya di bawah 100% yaitu indikator
persentase peningkatan pendapatan asli daerah. Untuk indikator kinerja
nilai Lakip dan indikator kinerja opini BPK dinilai berdasarkan tahun

sebelumnya yaitu tahun anggaran 2024.
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BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah
organisasi perangkat daerah yang ditugaskan untuk melaksanakan
urusan pemerintahan daerah di bidang pengelololaan keuangan yang
menjadi kewenangan daerah dan pengelolaan pendapatan daerah serta
tugas pembantuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam
mengimplementasikan tugas tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dituntut untuk
transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan dengan prinsip-
prinsip good governance sebagaimana yang di amanahkan dalam Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang

termaktub dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas
1



akuntabiltas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan realisasi
kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada publik atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan
Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu
bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan
tugas dan fungsi selama tahun anggaran 2025 sekaligus melaksanakan
visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai alat kontrol dan daya dorong
dalam peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar, serta sebagai feedback bagi stakeholder demi perbaikan kinerja.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas juga memenuhi amanat
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 78 tentang

Penilaian Klnerja, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang



Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas
Laporan Kinerja, dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 98
Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja
Perangkat Daerah dengan Metode “Silajara” di Lingkungan Pemerintah
Daerah.

Berdasar dari kondisi tersebut maka, Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdiri sebagai bagian dari desain
besar Reformasi Birokrasi untuk melaksakan seluruh proses
kepemerintahan dalam rangka merealisasikan keinginan bersama untuk
mewujudkan Good Governance. SAKIP menuntut adanya sinergitas antara
proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pemanfaatan
informasi kinerja. Evaluasi terhadap AKIP merupakan isu paling
starategis dalam SAKIP dikarenakan pada tahap akhir dari prosesnya

akan mengindikasikan optimal atau tidaknya kinerja setiap Organisasi



Perangkat Daerah, dan akan memperlihatkan sejauh mana kemajuan
instansi pemerintah dalam menerapkan kinerja yang berfokus pada hasil.
Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa salah satu asas umum
penyelenggaraan negara adalah azas akuntabiltas yang menentukan
bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan
negara harus diertanggungjawabkan.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan
instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang
disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah
komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan
pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi
dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati
tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun
bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya
terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian

target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan



dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga  terwujud
kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai bentuk
pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja serta monitoring dan evaluasi
dari sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang diukur berdasarkan Indikator
Kinerja Utama (IKU) dalam Rencaana Strategis (RENSTRA) 2021-2026
khususnya Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Tujuan penyusunan LAKIP adalah sebagai feedback dan alat
kendali atau pemacu dalam meningkatkan kinerja. Berdasarkan hasil
evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi.
Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LAKIP ini dapat menjadi
salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan
datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang

dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran.



C. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan

Daerah

1.

Kedudukan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan
Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar terbentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar dan pelaksanaan tugasnya dijabarkan dalam Peraturan
Bupati Kepulauan Selayar Nomor 140 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar.

Sebagai organisasi perangkat daerah Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah dituntut untuk mewujudkan

administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan



keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan tersebut maka
diperlukan pengembangan dan penetapan sistem serta prosedur
kerja yang cepat, tepat, jelas dan nyata serta dapat
dipertanggungjawabkan, sehingga pelaksanaan tugas-tugas dan
fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar harus bisa berlangsung secara
berdayaguna dan berhasilguna.

Dalam pemenuhan realisasi target kinerja dan sasaran strategis
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan
Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah di tetapkan dalam Rencana
Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.



Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas pokok membantu

Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Pengelolaan

Keuangan dan Pendapatan Daerah yang dalam penyelenggaraan

tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan

Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan
keuangan yang meliputi perencanaan anggaran, perbendaharaan
daerah, akuntansi, dan pelaporan keuangan daerah, pengelolaan
barang milik daerah serta pengelolaan pendapatan daerah;

2. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis urusan
pemerintahan bidang pengelolaan keuangan yang meliputi
perencanaan anggaran, perbendaharaan daerah, akuntansi, dan
pelaporan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah
serta pengelolaan pendapatan daerah;

3. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum Fungsi

penunjang di bidang pengelolaan keuangan;



4.

10.

11.

Menyelenggarakan perencanaan kebijakan program, kegiatan,
keuangan, umum, perlengkapan, dan kepegawaian dalam
lingkungan Badan;

Mengoordinasikan,  menyelenggarakan dan  mengendalikan
administrasi pengelolaan keuangan daerah dalam hubungannya
dengan masyarakat;

Mengoordinasikan dn menyelenggarakan kebijakan penanganan
tindak lanjut dan tuntutan ganti rugi,

Menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan penerimaan dan
pengeluaran anggaran pendapatan belanja daerah oleh bank
dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
Menyelenggarakan pelaksanaan penempatan uang daerah dan
mengelola atau menatausahakan investasi daerah;
Menyelenggarakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah
daerah;

Meyelenggarakan pemberian bantuan atas nama pemerintah
daerah;

Menyelenggarakan pengelolaan utang dan piutang daerah;



12.

13.

14.

15.

16.

Mengoordinasikan dan menyeleggarakan pemantauan,
pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengelolaan
keuangan dan pendapatan daerah;

Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga
pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka
pelaksanaan Tugas dan Fungsi;

Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Badan dan
memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

Menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan

atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
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Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 140
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai
berikut:
I. Kepala Badan
II. Sekretariat, terdiri atas:

1. Sub. Bagian Program;

2. Sub. Bagian Keuangan; dan

3. Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum.
[II. Bidang Anggaran Daerah, terdiri dari atas:

1. Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran Daerah;

2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Daerah; dan

3. JabFung Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda.
IV. Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri atas:

1. Sub Bidang Pengelolaan Dana Perimbangan;

2.Sub Bidang Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah;

dan

11
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VIL.

3. JabFung Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri atas:

1. Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah

2. Sub Bidang Pelaporan, Statistik dan Pembinaan Akuntasi
Keuangan Daerah; dan

3. JabFung Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri atas:

1. Sub Bidang Pengamanan dan Pembinaan Barang Milik
Daerah;

2. Sub Bidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik
Daerah; dan

3. JabFung Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda.

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah,terdiri atas:

1. Sub Bidang Pengembangan & Pelayanan Pendapatan Daerah;

2. Sub Bidang Pengendalian & Pembinaan Pendapatan Daerah;

3. JabFung Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda.

12
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JABATAN JABATAN FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL KELOMPOK
FUNGSIONAL JABATANN
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Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah didukung oleh 52
orang Pegawai Negeri Sipil dari berbagai latar belakang pendidikan.
Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai dapat diklasifikasikan ke
dalam 4 golongan, meliputi : SLTA, D-3, S-1 dan S-2.

a. Berdasarkan golongan ruang

1. | Pembina Utama Muda (IV/c) 0
2. | Pembina Tk.I (IV/b)
3 Pembina (IV/a) 6
4. | Penata Tingkat I (III/d) 13
5. | Penata (III/c) 9
6. | Penata Muda Tingkat I (III/b) 4
7. | Penata Muda (III/a) 14
8. | Pengatur Tingkat I (II/d) 2
9. | Pengatur (II/c) 0
10. | Pengatur (II/b) 0
11. | Ahli Pertama / IX 3
JUMLAH 52
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b. Berdasarkan tingkat pendidikan

1. | S2 17
2. |S1 23
3. |DIII 2
4. | SMA 10

JUMLAH 52

c. Berdasarkan jenis kelamin

1. | IV 5 2
2. |1II 16 24
3. |1I 1 1
4. | IX 1 2
JUMLAH 23 29

d. Berdasarkan jumlah pejabar Struktural

II
IIla
IIIb
IVa
JUMLAH

PILINI

NN OO

o |w|— -

Data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, Pegawai
Negeri Sipil yang berpendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana sebanyak

40 (empat puluh) orang dengan persentase 76,92%. Diploma III
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sebanyak 2 (dua) orang dengan persentase sebesar 3,84% dan
Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan
persentase 19,23%. Dengan demikian Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025
mempunyai sumber daya manusia yang cukup memadai dengan
ditunjang latar belakang pengalaman dan pendidikan.

Untuk mendukung efektinya pelaksanaan tugas dan
fungsinya maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar didukung oleh 19 (sembilan
belas) orang Pejabat Struktural. Pejabat struktural ini di tuntut
untuk bisa berkontribusi dan berkolaborasi dalam mewujudkan
administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan
keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dalam rangka
pemenuhan atas tuntutan tersebut maka dperlukan pengembangan
dan penerapan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, jelas

dan nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.
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Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah suatu kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan
karena dampaknya yang signifikan bagi Organisasi Perangkat Daerah
dimasa yang akan datang.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi sebagai Pengelola
Keuangan dan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan
Penpapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar masih menemukan
kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan ini
dapat ditemui dalam pelaksanaan pelayanan berdasarkan tugas dan
fungsi di masing-masing Bidang sebagai unit kerja dalam lingkup Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar. Dari berbagai permasalahan yang dihadapi tersebut
teridentifikasi isu-isu strategis yang akan berpengaruh pada
perkembangan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah dan akan dapat diketahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam
terhambatnya kinerja Badan, untuk segi positifnya keinginan untuk

menyelesaikan permasalahan tersebut akan menjadi faktor pendorong
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dari BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga akan teridentifikasi
pula potensi-potensi yang ada.

Berikut ini berbagai permasalahan yang masih ditemui dalam
menjalankan Tugas dan Fungsi BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar
sebagai lembaga teknis daerah yang menjalankan pengelolaan keuangan,
pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan barang milik daerah

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyusunan rencana anggaran daerah yaitu
kompetensi SDM penyusun rencana anggaran masing-masing
perangkat daerah masih rendah;

2. Belum optimalnya pengelolaan perbendaharaan daerah yaitu
pengelola perbendaharaan yang terampil masih kurang;

3. Belum optimalnya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan
pelaporan keuangan daerah yaitu kualitas pengelolaan keuangan
sangat mempengaruhi Opini BPK terhadap Laporan Keuangan;

4. Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah yaitu pengelola
barang milik daerah yang faham manajemen aset masih kurang; dan

5. Belum optimalnya pendapatan daerah yaitu pelayanan pajak dan reribusi

daerah masih rendah.
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BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 berpedoman atau

menbacu pada dasar hukum sebagai berikut:

1.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mengatur
mekanisme perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi
kinerja instansi pemerintah guna meningkatkan akuntabilitas dan
trasnparansi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah yang menjadi acuan dalam penyusunan
perjanjian kinerja serta pelaporan capaian kinerja.

Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kinerja dan

akuntabilitas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan perencanaan kinerja yan
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selaras dengan visi, misi serta tujuan strategis pemerintah daerah.
Perencanaan kinerja diwujudkan kedalam dokumen Perjanjian Kinerja
yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis yang telah di
tetapkan.

Perjanjian kinerja menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan
kegiatan serta di gunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap
capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar dalam memberikan pelayanan yang
efektif dan efisien dibidang pengelolaan keuangan, pengelolaan barang
milik daerah dan pengelolaan pendapatan daerah. Melalui implementasi
perencanaan Kkinerja yang sistematis dan berbasis hasil, Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar berupaya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola
pemerintahan, manajemen aset yang baik, optimalisasi pendapatan
daerah serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
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Rencana Strategis

Rencana Stategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari Tahun 2021-2026. Penyusunan
Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2021-2026. Dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merumuskan suatu
proses pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu tahun berjalan secara sistematis dan
berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi peluang dan
kendala yang ada atau kemungkinan timbul.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Kepulauan Selayar yakni “Kepulauan Selayar sebagai
Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”. Yang dijabarkan dalam 3
(tiga) misi yaitu pada Misi Kesatu Mengembangkan Tata Kelola
Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan dengan 4 (empat) sasaran
yang ingin di capai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu:
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1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang bersih,
transparan dan akuntabel,;

2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan;

3. Meningkatnya Nilai SAKIP OPD; dan

4. Meningkatnya tertib adaministrasi pengelolaan keuangan dan aset
milik daerah.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan
misi yang menjadi hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 1 (satu) sampai dengan S (lima) tahun. Tujuan akan
mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan
kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Untuk itu, agar dapat
diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai strategisnya, setiap
tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang
terukur.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk
dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun
hubungan antara tujuan dan sasaran tersebut di atas digambarkan

dalam tabel sebagai berikut:
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Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

NO URAIAN NO URAIAN
1. | Mewujudkan Tata Kelola Keuangan | 1.1 | Meningkatnya Kualitas
Daerah yang Transparansi, Pengelolaan Keuangan Daerah
Akuntabel dan Partisipatif yang Bersih, Transparan dan
Akuntabel
2. | Mewujudkan Reformasi Birokrasi | 2.1 | Meningkatnya Kepercayaan
BPKPD Masyarakat terhadap Pelayanan
2.2 | Meningkatnya Nilai SAKIP OPD
2.3 | Meningkatnya Tertib
Administrasi Pengelolaan
Keuangan dan Aset Milik
Daerah
Strategi merupakan langkah-langkah yang memuat program-

program indikatif yang mewujudkan visi dan misi. Adapun rumusan

strategi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran

pemerintah daerah, penguatan
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pengawasan, meningkatkan inovasi serta pemanfaatan teknologi
informasi dalam pelayanan;

Meningkatkan  kualitas perencanaan yang  berorientasi
kinerja/hasil;

Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Meningkatkan kemampuan dan kualitas pengelolaan keuangan,
pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan Pendapatan

Asli Daerah (PAD).

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah

daerah untuk mencapai tujuan dan untuk mencapai tujuan dan sasaran

dibutuhkan strategi. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta

strategi yang telah ditetapkan sebelumnya dapat diambil beberapa arah

kebijakan yang diterapkan antara lain :

1.

Penginternalisasian pemerintahan yang bersih dan
berakuntabilitas;

Peningkatan sarana dan prasarana, kapabilitas dan keunggulan
SDM Aparatur;

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
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4. Peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah; dan
S. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber-sumber Pendapatan
Asli Daerah (PAD).
Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan kinerja
yang digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi suatu organisasi
perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang
telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Fungsi Indikator Kinerja
Utama (IKU) Adalah sebagai tolok ukur pencapaian strategis OPD,
sebagai dasar pengambilan Keputusan oleh kepala OPD berbasis data
dan berfungsi untuk meningkatkan transparansi dan pertanggungjawan
OPD kepada Masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar memuat informasi
tentang tugas, fungsi, kinerja utama, indikator kinerja utama disertai
penjelasan dan sumber data yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja

Utama (IKU) sebagai berikut:

25



Indeks Pengelolaan Keuangan

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026

Mewujudkan Tata nfa | 65323 | 72,015 | 73,943 | 77,642 | 79,325 | 79,325
Kelola Keuangan Daerah
Daerah yang Meningkatnya
Transparansi, Kualitas Opini BPK atas Laporan WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Akuntabel dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
Partisipatif Keuangan Daerah

yang Bersih,

Transparan dan Persentase Peningkatan 2850% | 8.95% | 548% | 569% | 346% | 152% 15206

Akuntabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) ' ' ' ' ' ' '
Mewujudkan Indeks Reformasi Birokrasi
Reformasi Birokrasi BPKPD C CcC CcC B B A A
BPKPD

Meningkatnya

kepercayaan

masyarakat

terhgdap Indeks Kepuasan Masyarakat | g5 a8 | 7000 | 7250 | 7500 |80,00 | 8500 | 85,00

Pelayanan BPKPD

pelayanan

Meningkatnya

Nilai SAKIP OPD | Nilai SAKIP OPD CcC B B BB BB A A
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Meningkatnya tertib

adg“gl'g:;a;: Laporan Keuangan OPD Sesuai

Ee gn an dan aset Standar Akuntansi Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
euang Pemerintahan (SAP)

milik daerah
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Rencana Kerja Tahunan
Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahunan disusun sebelum mengajukan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan telah memuat sasaran, indikator sasaran,
target kinerja sasaran, program, kegiatan, target kinerja kegiatan serta pagu
anggaran. Dokumen Rencana Kerja Tahunan disusun selaras dengan Rencana
Strategis (Renstra) dan menjadi acuan dalam menyusun perjanjian kinerja.
Rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang
telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang dilaksanakan sebagai

berikut :

Tabel 2.3.
Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Kinerja Sasaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025

1. | Meningkatnya kualitas | 1.1 | Nilai LAKIP perangkat CcC
penyelenggaraan daerah
pemerintahan

2. | Meningkatnya 2.1 | Ketepatan waktu | Tepat Waktu
pelaksanaan APBD setiap penyusunan RAPBD
tahun yang efektif Kabupaten Kepulauan

Selayar

3. | Meningkatnya kualitas | 3.1 | Opini BPK terhadap Laporan WTP
laporan keuangan Keuangan Daerah

4. | Tercapainya target | 4.1 | Persentase peningkatan 100%
pendapatan asli daerah pendapatan asli daerah
sesuai potensi daerah
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Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan dokumen yang berisi penugasan
dari pimpinan instansi kepada pimpinan unit kerja untuk melaksanakan program
dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja serta target yang harus dicapai
dalam kurun waktu satu tahun. Perjanjian kinerja ini menjadi bagian penting dalam
penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan
untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengacu pada dokumen
perencanaan strategis organisasi, rencana kerja tahunan, serta alokasi anggaran yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Dalam dokumen
tersebut ditetapkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta target kinerja
yang harus dicapai oleh masing-masing unit kerja sebagai bentuk komitmen dalam
mewujudkan tujuan organisasi.

Perjanjian Kinerja ini berfungsi sebagai dasar dalam pengukuran dan evaluasi
kinerja instansi selama tahun berjalan. Melalui perjanjian kinerja yang jelas dan
terukur, pimpinan instansi dapat melakukan pemantauan, pengendalian, serta
evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala. Dengan
demikian, setiap unit kerja memiliki arah yang jelas dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya serta berorientasi pada pencapaian hasil (outcome).

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun
2025, Perjanjian Kinerja menjadi acuan utama dalam menilai tingkat pencapaian
kinerja instansi. Realisasi capaian indikator kinerja dibandingkan dengan target yang
telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja untuk mengetahui tingkat keberhasilan
pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2025.

Dengan adanya Perjanjian Kinerja Tahun 2025, diharapkan seluruh

perangkat organisasi dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal,
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meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung terwujudnya
tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Perjanjian
kinerja ini sekaligus menjadi bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan sasaran
pembangunan yang telah ditetapkan oleh instansi.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun Anggaran 2025 telah menyusun Perjanjian Kinerja dengan kedudukan,
tugas pokok dan fungsi yang ada mulai eselon II, eselon III, dan eselon IV sebagai

berikut :
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama :  NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.,M.Si.
Jabatan :  Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.,M.Si.
Jabatan :  Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan
sanksi.

Benteng, 10 Januari 2025

Pihak Kedua Pihak Pertama,

, S.E., M.Ak.,M.Si NURSAL IKI-.VSAN. S.E., M.Ak. M.Si
Pangkat Pernbma Tk. 1 Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19830525 200604 1 016 NIP. 19830525 200604 1 016
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Waktu
Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Pelal Anggaran Keluaran Hasil
PERENCANAAN, 85.000.000
PENGANGGARAN, DAN
EVALUASI KINERJA
PERANGEKAT DAERAH
1 Penyusunan Dokumen |1 Rencana Kerja (Renja) dan Januari s.d 20.000.000 Dokumen [Dokumen
Perencanaan Perubahannya Desember Perencanaan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2 Penginputan Realisasi
Anggaran Triwulan dan
Semesteran dalam Aplikasi
MANCA'
3 Reformasi Birokrasi
(PMPRB)
4 Pengarustamaan Gender
(PUG)
5 Penyusunan Perjanjian
Kinerja
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Januari s.d 10.000.000 Dokumen |Dokumen RKA-
Penyusunan Dokumen Desember SKPD dan
RKA-SKPD Laporan Hasil
Koordinasi
Penwvmietinan
3 Koordinasi dan Dokumen Perubahan RKA jnuari s.d Desemby 10.000.000 Dokumen |Dokumen
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
Perubahan RKA-SKPD SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen
Perubahan RKA-
SKPD




4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA hnuari s.d Desembd 10.000.000 Dokumen  |Dolkumen DPA-
Penyusunan DPA- SKPD dan
SKPD Laporan Hasi!
Koordinasi
Penyusunan
Dolumen DPA-
SKFPD
5 Koordinasi dan Dokumen Perubahan PPA  hnuari s.d Desembs 10.000.000 Dokumen |Dokumen
Penyusunan Perubahan DPA-
Perubahan DPA-SKPD SKFD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen
Perubghan DPA-
SKPD
6 Koordinasi dan 1 Penyusunan LPPD kEnuari s.d Desembd 15.000.000 Laporan Laporan Capaian
Penyusunan Laporan Kinerja dan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Kinerja SKPD Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Laporar: Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinetja SKPD
2 Penyusunan LKPJ
7 Penyusunan LAKTP Januari s.d 10.000.000 Laporan Laporan Evaluasi
Evaluasi Kinerja Desember Kinerja
Perangkat Daerah PerangkatDaerah
ADMIRISTRASI 7.028.339.476
KEUANGAN
1 Yang menerima gaji dan Januari s.d 6.963.339.476 Dokumen |Dokumen
Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN Desember Penerimaan Gaji
Tunjangan ASN dan Tunjangan
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2 Penyusunan Dokumen Januari a.d 15.000.600 Dolumen |Dokumen
Penatausahaan dan Desember Penatausahaan
Pengujian/ Verifikasi den
Pelaksanaan Keuangan SKFD Pengujian / Verifik
Penatausahaan dan asi Keuangan
Pengujian / Verifikasi SKPD
Keuengan SKPD
3 Koordinasi dan Dokumen Hasil Koordinasi Jarnuari s.d 10.000.000 Dokumen |Dokumen Hasil
Pelaksanaan dan Pelaksanaan Akuntansi Degember Koordinasi dan
Akuntansi SKPD SKPD Pelaksanaan
Akuntansi SKPD
4 Koordinasi den Penyusunan Laporan Januari s.d 15.000.000 Laporan Laporan Kuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Desember Akhir Tahun
Kenangan Akhir Tahun| SKPD dan Laperan Hasil SKPD
SKPD Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Alkchir
Tahun SKPD
5 Penyusunan Dolcumen Januari s.d 10.000.000 Dokumen |Dokumen Bahan
Pengelolaan dan Bahan_ Tanggapan . Desember Tgnggapan dan
Tenggapan Lanjut Pemeriksaan Pemeriksaan
Pemeriksaan
6 Koordinasi dan Penynsunan Laporan Januari s.d 15.000.000 Laporan Laporan Realisasi
Penyusunan Laporan Keuangan Desember Fisik dan
Keuangan Bulanan/Triwulan/Semeste Keuangan
Bulanan/Triwulanan/ ran SKPD dan Laporan Bulanan/Triwula
Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan 1/Semesteran
Laporan Keuangan SKFD
Bulanan/Triwulan/Semeste
ran SKPD
ADMINISTRASI 76.000.000
KEPEGAWAIAN
PERARGEAT DAERAH
1 Pengadean Pakaian Pengadaan Pakaian Dinas fnuari s.d Desemb 60.000.000 Jumlah Tercapainysa
Dinas Beserta Atribut Pegawai Jumlah
Kelengkapannya Pengadaan
Pakaian Pegawai
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2 Bimhingan Teknis Penyusunan Laporan Januari s.d 15.000.040 Jumlah Tercapainya
Implementasi Jumlah Pegawai yang akan Desember Pegawai Jumlah Pegawai
Peraturan Perundang- mengikuti Bimbingan Teknis yang skan
Undangan Implementasi Peraturan mengikuti

Perundang-Undangan Pendidikan dan
Pelatihan
berdasarkan
tugas dan fungsi
ADMINISTRAST UMUM 613.715.300
PERANGEAT DAERAH

1 Penyediaan Peralatan Penyusunan Laporan Paket Januari s.d 253.597.300 Paket Tercapainya
dan Perlengkapan Peralatan dan Perlengkapan Desember Jumlah Paket
Kantor Kantor Peraiatan dan

Perlengkapan
Kantor yang di
sediakan

2 Penyediaan Bahan Penyusunan Laporan Paket Januari s.d 55.000.000 Paket Tercapainya
Logistik Kantor Bahan Logistik Kantor Desember Persentase

Jumiah Paket
Bahan Logistik
Kantor vang
rHaediakan

3 Penyedisan Barang Penyusunan Laporan Paket Januari s.d 19.500.000 Paket ‘Tercapainya
Cetakan dan Barang Cetakan dan Desember Jumlah Paket
Penggandaan Penggandaan Barang Cetakan

dan Penggandaan
vang disediakan

4 Penyedianan Bahan Penyusunan Dokumen pnuari s.d Desemb 5.520.000 Dokumen  |Tercapainya
Bacaan dan Peraturan Bahan Bacaan dan Jumiah Dokumen
Perundang-undangan Peraturan Perundang- Bahan Bacaan

Undangan dan Peraturan
Perundang-
undangan

5 Fasilitasi Kunjungan Penyusunan Laporan Januari s.d 79.998.000 Laporan Tercapainya
Tamu Fagilitasi Kunjungan Tamu Desember Laporan Fasilitas

Kunjungan Tamu
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6 Penyelenggaraan Rapat| Penyusunan Laporan Januari s.d 200.100.000 Laporan Tercapainya
Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat Desember Laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan
SKPD Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
SKFD
5 |PENGADAAN BARANG #11,500.220
MILIK DAERAH
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
1 Pengadaan Kendaraan Penyusunan Laporan Januari s.d 60.534.000 Unit Tercapainya
Dinas Operasional Pengadaan Kendaraan Desember Jumlah
atau Lapangan Dinas Operasivnal atau Il:;enﬁadaan Di
Lapangan it
2 Pengadaan Mebel Penyusunan Laporan Januari s.d 16.256.000 Unit Tercapainya
Pengadaan Pengadaan Desember Jumlah
Mebel Eengadaa.l‘ -
3 Pengadaan Peralatan Januari s.d 334.716.220 Unit ‘};Jl‘ghm” -
dan Mesin Lainnya Penyusunan Laporan Desemnber Pengadaan
Pengadaan Peralatan dan Peralatan dan
Mesin Lainnya Mesin Lainnya
& [PENYEDIAAN JASA 5.485.044.168
PERUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
1 Penyedisan Jasa Penyusunan Laporan Januari s.d 2.710.231.289 Leporan  [Tercapainya
Komunikasi, Sumber Penyediaan Jasa Desember Jumlah Laporan
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Pentyedinan Jasa
Air dan Listrik Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik yang
disediakan
2 Penyediaan Jasa Penyusunan Laporan Januari s.d 2.774.812.879 Laporan |Tercapainya
Pelayanan Umum Penyediaan Jasa Pelayanan Desember Jumiah Orang
Kantor Umum Kantor dan Laporan
Penyediagn Jasa
Pelayanan Umum
Kantor yang
disediakan
7 |BARANG MILIK 399.739.812
DAERAH PERNUNJANG
URUSAN PEMERINTAH
DAERAH
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Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan

Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya

3 Pemeliharaan/Rehabili
tasi Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya

Penyusunan Laporan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Penyusunan Laporan
Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

Penyusunan Laporan
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

Januari s.d
Desember

Januari s.d
Desember

Januari s.d
Desember

249.800.000 Jumlah Tercapainya
Kendaraan [Jumlah

Dinas Kendaraan
Perorangan Dinas
Jabatan yang
dipelihara dan
dibayarkan
Pajaknya

49.940.000 Jumlah Tercapainya
Peralatan dan |Jumlah Peralatan
Mesin Lainnya |dan Mesin
Lainnya yang

Ainalilhnens

99.999.812 Jumlah Tercapainya
Gedung Kantor|Jumlah Gedung
dan Bangunan [Kantor dan

Lainnya Bangunan
Lainnya yang
dipelihara/direha
bilitasi

Plt. KEPALA AN

NURSAL SAN, S.E., M.Ak., M.Si
Pangkat : Pembina TK. |
NIP. 19830525 200604 1 016
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WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
SEKRETARIAT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

TAHUN 2025

NoO.

AKTIVITAS

WAKTU PELAKSANAAN

ANGGARAN

JAN

xum.mulmo]m

OKT

10

11

Rencana Kerja (Renja) dan
Perubahannya

Penginputan Realisasi Anggaran
Triwulan dan Semesteran dalam
Aplikasi MANCA'

Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Pengarustamaan Gender (PUG)

Penyusunan Perjanjian Kinerja

Penyusunan Dokumen RKA

Dokumen Perubahan RKA

Penyusunan Dokumen DPA

Dokumen Perubahan DPA

memantau, mengawasi dan
mengavaluasi pelaksanaan
tugas penyusunan Renja

memantau, mengawasi dan
mengavaluasi pelaksanaan
tugas Penginputan Realisasi
Anggaran Triwulan dan
Semesteran dalam Aplikasi
MANCA'

memantau, mengawasi dan
mengavaluasi pelaksanaan
tugas Reformasi Birokrasi
(PMPRB)

memantau, mengawasi dan
mengavaluasi pelaksanaan
tugas Pengarustamaan Gender
(PUG)

memantau, mengawasi dan
mengavaluasi pelaksanaan
tugas Penyusunan Perjanjian
Kinerja

memantau, mengawasi dan
mengavaluasi pelaksanaan
tugas

memantau, mengawasi dan
mengavaluasi pelaksanaan
tugas

memantau, mengawasi dan
mengavaluasi pelaksanaan
tugas Penyusunan Dokumen
DPA

memantau, mengawasi dan
mengavaluasi pelaksanaan
tugas Dokumen Perubahan
DPA

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

20.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

vy




ueesYLI2WI] Infue] Jepurl uep
ueesyLIDW4 uededdue], usyeyg
UIWIMNO(] UBUNSNAUI4 SEENn]
ueeuesyeRd iseneaeduaw

ueesLIDWRJ Infue] yepuyy,
uep ueesyuRwad uedediue],

000°000°01 dy UEp ISEMBSUSW ‘NEJUBIAW ueyeq uswm{o ueunsniuad| 61
adys unye], Iy
ueSuenay| uerode] ueunsniAudd
ISeurpIooy [1seH uelode uep adyis
A4S unye], Juyy ueduenay unye] Yy ueduenay] uesode]
uesode] ueunsniuag sedn) UBUNSNAUI ISBUIPIOOY [ISBH
ueeuesyerad senfeaedusw ueiode] uep Q43NS UNYe], JUXy
000'000°ST dy uep Isemedudu ‘nejuewa ueduenay uviode] ueunsniuad| 81
Ad3is susjunsy
UBBUBS}B[a4 UEP ISBUTPIOO)]
[[SeH uswn3oq] sesm
useuesyead isenpeasduatn A4S ISURUNYY UBBUBSYB[I]
0007000701 dy uep ISeMBIULW ‘NBJUEISW Uep ISBUIPIOO}] ISBH Uawinxo(| Ll
UESUBIId) ISEAYIIIA J UELHLOUdd
uep ueeyesnejeuaq adis
uaumo(] ueunsniuad sesny ueSuenay sesuLaA /weimiuag
ueeuesyead 1seneaeduaw uep UBBRYBSNEJRUd
000°000°ST dy uep 1Isemedusw ‘nejuBLIAW USWNNO(] UBUNSNAUSJ| 9T
NSV uesuelum
uep 1fed ewuousw Suey sedm
ueeuesye[ad senfeaegduatu NSV
9LP'6EE'E96'9 dy uep 1IsEMBFUSW ‘NEJURWISW ueduefun) uep fef ewriousw uex| o1
AV ueunsniuad sedng
ugeuwsserad seneasduaw
000°000°01 dy uep 1IsemefuLW ‘NBJUBWII ANV meunsniusdg| +1
PdY1 uBUNSNAUS4 seSn]
ueruesyrad seneaefudw
uep ISEMEFULW ‘MEjUBIW ray1 weunsniusd| €1
LT
uep (dd’1 ueunsniusg sesmn
ueeuesyeRd seneaeduaw
000°000°ST dy UEp ISEMEBZUOW ‘NEJUBWIIW add veunsnifuad| z1

39



000'866'64

000°0T€'S

000°00S'61

000°000°SS

00€'L6S EST

000°000°ST

000°000°09

000°000°ST

dy

ay

dy

dy

ay

dy

dy

dy

nwe], vefunfuny seIqsey
uetode| ueunsniuag sedny
ueeuesyerad seneaeduawm
uep ISemeFusw ‘nejuBwau

ueduepun-guepuniag
uBINJBIdd UBp UBEdRYg Ueyed
uawnyo(] urunsnAudj sesnl
ueBuBsyeRd 1IsenBABiuaW
uep Isemefudw ‘nejuBWAW

ueepuediuag
uep ueyNe}R) Suereq jayed
uesode] wmeunsniusg sedm
ueeuesye(ad iseneaedusw
uep 1Isemedusl ‘nejuewam

Iojuey] ¥NsiSo] ueyed 193ed
ueiode] ueunsniuag sesn)
ueruesye[ad 1senreaedusw
uep 1semeduaul ‘nejuewat

10juey wedeyBuajiod

UBp ueje[elad 19yed
usiode| ueunsniuagd sesdn)
ueeuesye[ad isenesedusw
uep Isemeduaw ‘nNejuswa

weBuepun-Suepuniad
uBIMIBIdg ISejuswadw] SINa],
ueduiquiig nnyjiduatu ueye
Bued remeSag yequne ueloder]
uBUNSNAUS4 UBUNSTIAUS SBdn)
ugruesye[ad senreaedusw

uep 1ISemeSulW ‘NejuBWW

seul(]

uereyNed ueepesuag sefny
ueeuesyeRd seneaeduaw
uBp ISEMBEULWI ‘NejuBtuaLr

adis
ueIsawag /uBmMmLy], /ueueg

ueguenay uelode] ueuNSNAUIg
ISBUIpi00) uelode] uep A4S
URIINSIUWSS /Ue[nmLL], /uBueng
ueduenay

uelode] urunsniuag sedny
ueeuesye[ad iseneaeduaw

uep semedusw ‘nejuBSW

nure], uefunfunyj
ISelISEy uelode] uBunsniuad

ueduepun

-3uBpuniad UBINIBId{ UBP UEBORH

ueyeqg UdWINNo UBUNSNAUIJ

ueepuedduad usp ueela) Suvieg
193B4 urlode] usunsniudg

Joyuey] ANsBE0T ueyeg
193ed ueiode] usunsnAusd

Jojuey
uedeydua(iag uep uelerelad
193ed ueiode] uBunNsSnAUa4

ueSuepu-SuUBpUNISd UBINIBI]
sejuswadu] stuya ], vedmquig
nnjiBusw wexe Suek remesag
yequm e veiode] ueunsniuag

seuI(] UereyNed ueepeduag

adys

UBIDISIWAG /uenaLl], /ueuemyg
ueduenay] usiode] ueunsniuag
1seurpiooy uriode] uep qdiS
UBIJISWAS /UMl / veuemg
ueduenay uelode] ueunsniuad

9z

ST

vT

€2

(@4

| £4

0z

40



000°008°6¥C

6L8'TIBPLLT

68T 1€2°0TL°T

0TT9TL'¥EE

000°'0SZ°91

000'+€S°09

000°001°002

dy

dy

dy

dy

dy

dy

dy

uelBQE[ SEUI(] UBBIEPUIY NEJE
sBuI(] UedurIOId] UBBIBPUIY
Jefed uep ueereyIPwag

BABIY

‘UBBIBYIOUID] SB[ UBRIP2AU]
uelode] ugunsniuad sedn)
ueeuesyerad seneaegudw

uep ISemeguswl ‘nNejusawW

Iojueyj wnuin
ueueAR[2d BSB[ UBBIPaAUad
uesode] ueunsnduad sedny
ueeuesyerad senreaedusm
uep Isemeduaiu ‘nejuBway

S{1IsI] uep Jry BAeQ Jaquing
“ISENTUNIIOY BSB[ UBBIPIAUS]
uelode] veunsniusd sedm
useussyead isenjeaefuam
uBp ISEME3ULW ‘NEIJUBWISW

eAuure| UISapN UBp

uejeelsd ueepeduo uerode]
UBUNSNIAU3 UBUNSNAUS4 sedn)
uwBuesyelad seneaeiuam
uep 1Isemefudw ‘NejUBWaW

[PQ3N
ueepeduad ueepelfuad uviode]
UBUNSNAUYJ UBUNSNAUaJ sesn

ueeuBsyelad IsenEaeduaw
uep ISemefuaw ‘nejuBwIaW

ueduede]

neje reuorseiadQ seui(
uBBIepUd}y Uvepesud uelode]
ueunsniuad ueunsniusg sedn)
ueeuesyerad seneaesusw
uep 1Isemefuowl ‘nejuBwIW
adis

ISEI[NSUOY Uep ISBUIPIO0)]
Jedey ueeredduaadAuag
uetode] meunsniuad sesn)
ueeuesye[ad 1senfeaedusw
UEp ISemMBIUIW ‘NEjUBWIIW

uBjEqe SBeUl(] UBRIBPUIY]
nele seul UeSurIOId] UBBIBPUIY]
seled uBp wERIBYIAWA]

eABlg ‘UBBIBYIOWSJ BSB[
ueeIpaiuag uelode] usunsniuag

JOJURY WINWI(] UBURAR[OJ BSE[
ueelpaiusd uriode] usunsniusg

HLOSE] Uep Iy
BB J9qUNG ‘ISEIUNWOY Bser
ueRIp2Audd urlode] uBunNSNAUI

eAuure] UISI) UEpP Uele[elad
ueepeduag ueiode] ueunsnAudg

2qa ueepeduad
ueepe8usg uelode] ueunsniuag

ueduede]
neje reuolseIad( SeUlq UBBIBPUIY|
ueepelduad ueiode] ueunsniuag

43S 1sejnsuoy uep
ISBUTPJ00Y] Jedey ueeredduajpiusd
uelode] meunsniusad

og

6T

8T

LT

41



31 |Penyusunan Laporan memantau, mengawasi dan Rp 49.940.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin mengavaluasi pelaksanaan
Lainnya tugas Penyusunan Laporan
Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya
32 |Penyusunan Laporan memantau, mengawasi dan Rp 99.999.812
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung mengavaluasi pelaksanaan
Kantor dan Bangunan Lainnya tugas Penyusunan Laporan
Pemeliharaan [Rehahilitasi
total| Rp 14.098.338.976

Pangkat : Pembina TK. I
NIP. 19830525 200604 1 016

Benteng, 10 Januari 025

Pangkat : Pembina TK. I
NIP. 19830525 200604 1 016




PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama :  RITAWATI, S.S., M.M.
Jabatan :  Kasubag. Program BPKPD

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.,M.Si.
Jabatan . Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan
sanksi.

Benteng, 10 Januari 2025

Pihak Kedua, Pi ertama,
NURSAL Ikl-! RITAWATI, S.S., M.M.
Pangkat : Pembi A Pané@at : Penata TK.I

NIP. 19830525 200604 1 016 NIP. 19831229 201101 2 013



SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No Sub Kegiatan Indikator Pelwlam Anggaran Keluaran Hasil
85.000.000
1 Penyusunan Dokumen 1 Rencana Kerja (Renja) [Januari s.d Desember 20.000.000 Dokumen Dokumen
Perencanaan Perangkat dan Perubahannya Perencanaan
Daerah Perangkat Daerah
2 Penginputan Realisasi
Anggaran Triwulan dan
Semesteran dalam
Aplikasi MANCA'
3 Reformasi Birokrasi
(PMPRB)
4 Pengarustamaan
Gender (PUG)
5 Penyusunan Perjanjian
Kinerja
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen |Januari s.d Desember 10.000.000 Dokumen Dokumen RKA-SKPD
Penyusunan Dokumen RKA dan Laporan Hasil
RKA-SKPD Koordinasi
Penyusunan
Nalhimen RKAQWPN
3 Koordinasi dan Dokumen Perubahan |Januari s.d Desember 10.000.000 Dokumen Dokumen Perubahan
Penyusunan Dokumen RKA RKA- SKPD dan
Perubahan RKA-SKPD Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen Perubahan
4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen [Januari s.d Desember 10.000.000 Dokumen Dokumen DPA-SKPD

Penyusunan DPA-SKPD

DPA

dan Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen DPA-SKPD
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6 |Reviu LAKIP oleh Inspektorat Daerah
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Pangkat : Pembina TK. I p
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ISWADI, S.M.
Jabatan :  Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum BPKPD

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.,M.Si.
Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan
sanksi.

Benteng, 10 Januari 2025

Pihak Kedya, Pihak Pertama,

NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.,M.Si. MUHAMMAD ISWADI, S.M.
Pangkat : Pembina Tk. I Pangkat : Penata

NIP. 19830525 200604 1 016 NIP. 19771021 200701 1 018
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16 |Pemeliharaan/ Penyusunan Laporan | 1 [Menyediakan Pembayaran Rp99.999.812
Rehabilitasi Pemeliharaan /Rehabi Pemeliharaan Banguna_n
Sarana dan litasi Gedung Kantor Gedung Tempat Kerja
Prasarana dan Bangunan (Pemeliharaan Halaman
Gedung Kantor Lainnya Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Rp6.984.999.500
Benteng, 10 Januan 2025
SEKRETARIS BAD KASUBAG. UMUM, KEPEGAWAIAN & HUKUM

Pangkat : Pembina TK. I
NIP. 19830525 200604 1 016
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MUHAMMAD ISWADI, S.M
Pangkat : Penata
NIP. 19771021 200701 1 018




PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama :  WINARNI SURUNG, S.Sos., M.M.
Jabatan :  Kasubag. Keuangan BPKPD

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.,M.Si.
Jabatan :  Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan
sanksi.

Benteng, 10 Januari 2025

Pihak Kedua, Pihak P ma,

NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.,M.Si WINARNI SURUNG, S.Sos.,M.M.
Pangkat”: Pembina Tk. I Pangkat| : Penata TK.I

NIP. 19830525 200604 1 016 NIP. 19780214 200903 2 001
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

e it —— e et sl e ettt il

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama :  NUR SOFYANSYAH, S.STP.,M.A.P.
Jabatan :  Kepala Bidang Anggaran Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.,M.Si
Jabatan :  Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan
sanksi.

Pihak Kedua,

NURSAL LHS , S.E., M.Ak.,M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19830525 200604 1 016

Pangkat :\Pdnata Tk. I
NIP. 19920126 201206 1 001
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

B e ——————————————— s sl sl

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama :  DJAMRUK PAULA LATIF, S.H.
Jabatan : Analis Keuangan Pusat Dan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama :  NURSAL IKHSAN, S.E.,.M.Ak.,M.Si.

Jabatan . Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan

sanksi.
Benteng, 10 Januari 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
/
NURSAL IK V, S.E.,M.Ak.,M.Si. DJAMRUK PAVULA LATIF, S.H.
Pangkat : Pémbina Tk. Pangkat : Pembina
NIP. 19680104 199601 1 001 NIP. 19720720 201001 1 005
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama :  NUR AHMAD AFANDI, S.M.
Jabatan :  Kasubid Perencanaan, Penyusunan Anggaran Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NUR SOFYANSYAH, S.STP.,M.A.P.
Jabatan :  Kepala Bidang Anggaran Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan
sanksi.

, 10 Januari 2025

Pihak

Pangkat : 3 Pangkat : Penata Muda Tk. I
NIP. 19920126 201206 1 001 NIP. 19871218 201903 1 005
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama :  ZULFADLI, S.E.
Jabatan :  Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.,M.Si
Jabatan :  Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target Kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan
sanksi.

Benteng, 10 Januari 2025
Pihak Kgdua, Pihalq Pertama,

NURSAL SAN, S.E., M.Ak.,M.Si ZULF. I, S.E.
Pangkat : Pembina Tk. I Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19830525 200604 1 016 NIP. 19780612 200604 1 024
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan vang efektif,

transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama . ANDI FITRIANI, S.E.,M.M.
Jabatan :  Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NURSAL IKHSAN, S.E.,M.Ak.,M.Si.
Jabatan :  PIt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target Kkinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan
sanksi.

Benteng, 10 Januari 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama
NURSAL|IKHSAN, S.E..M.Ak.,M.Si. ANDI FITRIANI, S.E..M.M.
Pangkat : Pembina Tk. I Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19680104 199601 1 001 NIP. 19820905 200903 2 004
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama :  JUFRI NUR, S.E.
Jabatan :  Kepala Sub. Bidang Penatausahaan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ZULFADLI, S.E.
Jabatan . Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan
sanksi.

Benteng, 10 Januari 2025

Pihalfl Kedua, Pihak Pertama,

ZULFAPLIL, S.E. JUFRI WUR, S.E.

Pangkat : Penata Tk. I Pangkat : Penata Muda Tk. I
NIP. 19780612 200604 1 024 NIP. 19810607 200803 1 003
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama : EMMA, S.E.
Jabatan . Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Dana Perimbangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ZULFADLI, S.E.
Jabatan . Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan
sanksi.

Benteng, 10 Januari 2025

Pihak] Pertama,

Pangkat : Penata Tk. I Pangkat : Penata
NIP. 19780612 200604 1 024 NIP. 19780518 201410 2 001
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

—————————————————————————————————eeeeeeee
——————

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama :  BASNIATY, S.E., M.M.
Jabatan :  Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.,M.Si
Jabatan . Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan

sanksi.
Benteng, 10 Januari 2025
Pihak Keduj, Pihak Pertama,
N- <
NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.,M.Si BASNIATY, S.E., M.M.
Pangkat : Pembina Tk. I Pagpgkat : Pembina
NIP. 19830525 200604 1 016 NIP. NIP. 19790916 200502 2 008
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama :  SHUGIRAWATI, S.E.
Jabatan :  Analis Keuangan Pusat dan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  NURSAL IKHSAN, S.E.,M.Ak.,M.Si.
Jabatan :  Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan
sanksi.

Benteng, 10 Januari 2025

Pihak Kdqdua, Pihak Pertama,

Mo
NURSAL IKHSAN, S.E.,M.Ak.,M.Si. SHUGIRAWATI, S.E.
Pangkat : Pembina Tk. Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19830525 200604 1 016 NIP. 19800220 200903 2 002
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama :  NUR MAYANI S.E.,M.Si.
Jabatan :  Kepala Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  BASNIATY, S.E., M.M.
Jabatan . Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan

sanksi.
Benteng, 10 Januari 2025
Pihak Kedua, Pihak Partama,
\ LS
BASNIATY, S.E., M.M. NUR MAYANI S.E.,M.Si.
Panékat : Pembina Pangkat : Penata
NIP. 19790916 200502 2 008 NIP. 19820721 200903 2 005
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama :  JUMRIATI, S.E., M.M.
Jabatan :  Kepala Sub Bidang Pelaporan Statistik dan
Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  BASNIATY, S.E., M.M.
Jabatan . Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan
sanksi.

Benteng, 10 Januari 2025

Pitiak Kedua, Pihak Pertama,
T W@F
[ ]
BASNIATY, S.E., M.M. JUMRIATI, S.E., M.M.
Pangkat : Pembina Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19790916 200502 2 008 NIP. 19770925 201001 2 002

113



T00 T 100107 STOOLLGT dIN

")\, BiEua : jey3ueq
WRISTIVIOWIT

S

HYHAVA NYVONVAIE ISNVINIMV NVVNIEIWEd NVd
MLISLLVIS '‘NVHOJVTId ONVATE "4NS VIVAIN

$ZOT wenuer (] ‘Suajuag

800 T TOS00T 91606241 dIN

NVHOdVTAd NVA ISNVINANY ONVAIE VIV

NV.LOLINAL HV¥AVA NVIONUEY NVLAINAL
NVIVSTTIANAd P NVA NVVIVHVANSENEd|  |HVEAVA NVVIONNEY NVININAL
NV 'ISVSINOWINIS % omsp NVLALNNL NVIVSTTIANSd NV NYVAVHVANISNEd
‘ISYNITHOON . NV ‘ISVSINOWNNIS ISVNIQHOOY| | NVLAINAL NVIVSTTIANTd NVQ
TISVH NV0dV'] NV¥OdV1 | 00'000000€T dy USVH NINNNOA NVNASNANAd ‘ISVSINOWINIS ‘ISVNIGHOOM| ¢
HY¥AVA
HV.INRIEWEd pros—
NVONVNI S —— HVYEVA HY INRIAWEd
NLLSILVLS NAWIOA HVHAVA HY LNRIEZWE NVONVAT NVONVNHY MLSILVLS
NANNIOA NV V.Lvd | 0000000057 4y MLLSILV.LS NVNNSNANHd| 1 | NVNASNANG NV ISYNIQEO0N| €
agdy
NVVNVSNVTHd 1aqudsaqy QaddV NVVNVSIVTHd
NVEv 'S trenany agdv NVVNVSYVTad NVEVMYIONNDONVLIEd
MVIONNDONVL¥Ad NVEVMYIONNDONY.LHAd NVIOdVT NVIOV'T
SISTIVNY NVIOdV'] NV¥O0dV'T | 0070000005 4y SISITYNY NINNYOQ NVNNSNANAd SISITVNY NVNOSNANAd] €
NVEAE NVA
‘OTNYLVAVANAd ‘NYVAVIEWd
10quIdsaQ] VINVTEE ‘NVIVAVANAD OT-NVLYdVANId ‘NVVAVIENEd HV¥aVa
ISVITISNOME 'S wenuef ‘SYLINNE ‘NVEIVMEN LISV ‘VINVTIE 'NVIVAVANAd|  |NVONVNEY NVHOdY Tad NV
TSYH NIWNNOA NANANOA ISVMLINIAA NVA ISVITISNONT ‘SY.LINYA ‘NVEIIVMAY L3SV ISNVINMIY NYYNYSHV1ad
NVA Vivd NYQ VLV | 0000000005 ¥ TISVH NV¥OdY'T NVNOSOANAd ISVYARIIA NV ISYITISNON| 1 NV ISYNICROOY| 1

STOTNHVL

HVYIVANVLVAVANTd NVA NVONVODI NVVIOTAONId NVAVE
VOAANDI NVIN VI Ad

114



€00 T 10010T STEOLLGT dIN
1L B1BUag - yexBueg

‘HYHAVA NVONVIEN Ei%ﬁ%

MLISILVLS ‘NVi0dVTid Zé.ﬂbmga

va
LIVYHIL NTWANOA NVNTNdIWNONAW| 7 | NVIDMEEN NV.LNINNL NVA NVVEVHVONIENTd

NVIVIOaN NYLALNAL NVIVSSTIANTd NV ISVSINOWINIS
00100000057 Y VNVSHVTEd WLL ¥S NOSNANEW] | | ISVAIGHOON TISYH NINNOA NYNNSNANAd| +

NVONVATH NLISLLVLS NVNNSNANAd HYY3IVA HVINDEWEd
00'000 00057 Y LIVHEL NSIWNNOA ISVLINEAWAW| | | NVONVNAN NLLSLLY.LS NIWNHOU NVNNSNANTd| €

HV¥IVA HY LNTEIWd QEd V|
NVYNVSNVIdd NVEVMVIONTIODNV.LYAd
NVHOJV'T SISITVNVONIIW]| '€

HVY3VA HV NI 8dV!
NVVNVSAVTad NVEVMYIONNOONV LYHd

NVIOJVT NASNANTN| T
NVIVOTIONId A8dV NVYNYSAVTId NVEVAYIONNOONV LY,
00'000 000§7 9¥ | NVA NVVINRIANEd VIVA ISVIENIAWIN| ‘1 NVAOJVT SISTTYNY NIWNNOA NVNNSNANTd| €
ISVITISNONAY VEVOV VI8 LVNENIN| €
NVHAH NV OT-NVLVdVAONAd
SYLITNE ‘NVEINVAIY L3SV VINVTEE NVEHE NVA ‘'OT-NV.LVAVANTd
‘NVLVAVANTd VAN SVLEEN LYNaWEIn| ¢ NVVAVISWAd ‘VINVTEE ‘NV.LVIVANTd
AdNS ISVITISNONTH ‘SVLINNE ‘NVEIVAEN 1SV ISVNEIYEA NVd
0000000005 <y NVHVE NVA VLIVA ISVALRFIAWIN] | ISYTTISNONTY TISVH NVHOdVT NVNNSNANH] |

STOZNNHVL
HVHAVA NVIVAVANT NVA NVONVIEIN NYVIOTIONEd Nvavd
NVLVEDIN NVVNVSMVTAd NIMVM

115



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

/
__—_____________________—-———-————_'_

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama . ANDI ARWIS, S.T.,M.Si.
Jabatan . Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.,M.Si
Jabatan :  Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan
sanksi.

Benteng, 10 Januari 2025

NURSAJ

IKHSAN, S.E., M.Ak.,M.Si
Pangkat\.' Pembina Tk. I Pangkat : Pembina
NIP. 19830525 200604 1 016 NIP. 19710405 200604 1 029
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463
—_—_————

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama :  MULIANTI, S.E.
Jabatan :  Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.,M.Si
Jabatan :  Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan
sanksi.

Benteng, 10 Januari 2025
Pihak Kedya, [/\ Pihak Pertama,
/

NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.,M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19830525 200604 1 016 NIP. 19810717 201001 2 003
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

e ————————————— e ———————————— e ———————

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama :  AGUNG PURNAMA, S.Sos.
Jabatan :  Kepala Sub Bidang Pembinaan Penatausahaan
Keuangan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI ARWIS, S.T.,M.M.
Jabatan :  Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan

sanksi.
Benteng, 10 Januari 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
___———-—"'Q/ e I
ANDI ARWIS, S.T.,M.Si. AGUNG PURNAMA, S.Sos.
Pangkét : Pembina Pangkat : Penata

NIP. 19710405 200604 1 029 NIP. 19830823 201001 1 007
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama :  ANDI FARIDH ZAINAL, S.E.
Jabatan :  Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pembinaan
BMD

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  ANDI ARWIS, S.T.,M.M.
Jabatan :  Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan
sanksi.

Pihak Kedua,

AMWIS. S.T.,M.Si. ANDI FARIDH ZAINAL, S.E.
Pangkat : Pembina Pangkat : Penata Tk. I

NIP: 19710405 200604 1 029 NIP. 19730703 200701 1 037
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama :  ABDUL WAHIDIN, S.E.,M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.,M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan
sanksi.

Bentédng, 10 Januari 2025

Pihak Kedud, Piha

NU IKH » S.E., M.Ak.,M.Si AHIDIN, S.E..M.M.
Pangkat : Pembina Tk. I g : Pembina
NIP. 19830525 200604 1 016 NIP. 19760808 200604 1 024
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama : ASRI ANSAR, S.E,.M.M.
Jabatan :  Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.,M.Si
Jabatan :  Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan
sanksi.

Benteng, 10 Januari 2025

Pihak Kedup, %
NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.,M.Si ASRI ANSAR [S E,M.M.

Pangkat : Pembina Tk. I Pangkat : Perlata
NIP. 19830525 200604 1 016 NIP. 19800520 201503 1 003
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

e S ——

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama :  ASPA, S.Sos.
Jabatan :  Kasubid. Pengembangan dan Pelayanan Pendapatan
Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ABDUL WAHIDIN, S.E.,M.M.
Jabatan . Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan
sanksi.

Benteng, 10 Januari 2025
Pihak Ka&dua, Pihak[Pertama,

ABDUL IDIN, S.E..M.M.
Pangkat’: Pmbina
NIP.19760808\200604 1 024 NIP. 19821228 200701 1 004
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

e e e e e e e e e e .

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama :  AKHMAD JUNAEDI, S.Sos.,M.M.
Jabatan : Kasubid. Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan
Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  ABDUL WAHIDIN, S.E.,M.M.
Jabatan :  Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan
sanksi.

ABDUL W :
Pangka Pangkat Penata Tk. I
NIP. 19760808 Y00604 1 024 NIP. 19800307 200604 1 013
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi
pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun
kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan
selama tahun anggaran. Pengukuran akuntabilitas kinerja dilakukan
dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan
dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi capaian
yang diperoleh pada akhir tahun anggaran.

Pengukuran kinerja ini bertujuan untuk mengetahui tingkat
keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai
sasaran strategis organisasi. Hasil pengukuran kinerja juga menjadi
dasar dalam melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan
program dan kegiatan pada periode berikutnya.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance yang
mana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas akan menunjukkan
sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan
mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa
dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Oleh karena itulah, pengendalian

dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting
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dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada
publik telah dicapai.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, secara umum
capaian kinerja organisasi menunjukkan hasil yang baik. Sebagian besar
indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian
Kinerja dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari upaya optimal seluruh unit
kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan secara efektif, efisien,
dan berorientasi pada hasil.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang
belum mencapai target secara optimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh
berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal, seperti
keterbatasan sumber daya, dinamika kebijakan, serta kondisi

lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan.
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A.

Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran
dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk pengukuran pencapaian
target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.
Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan
analisis capaian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja
dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi
kinerja tahun 2025 dan analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan
atau peningkatan dan penurunan kinerja serta alternatif solusi yang
telah dilakukan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 dinilai
melalui pengukuran pencapaian target Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2021-2026. Pada Tahun Anggaran 2025 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah

menyelenggarakan beberapa kegiatan atau aktifitas sesuai dengan
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Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025, yang merupakan
bagian dari Rencana Strategis (Renstra).

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 adalah
sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025

1. | Meningkatnya 1.1 | Opini BPK atas Laporan WTP
kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah
Keuangan  Daerah Daerah
yang Bersih, | 1.2 | Persentase peningkatan 3,46%
Transparan dan Pendapatan Asli Daerah
Akuntabel (PAD)

2. | Meningkatnya 2.1 | Indeks Kepuasan 80%
kepercayaan Masyarakat Pelayanan
Masyarakat BPKPD
terhadap pelayanan

3. | Meningkatnya Nlai | 3.1 | Nilai LAKIP perangkat BB
SAKIP OPD daerah

4. Meningkatnya tertib | 4.1 | Laporan Keuangan OPD Sesuai
administrasi sesuai Standar Akuntansi
pengelolaan Pemerintahan (SAP)
keuangan dan aset
milik daerah

Pada tahun anggaran 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pelaksanaan

tugas pokok dan fungsinya dalam urusan penunjang pemerintahan
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daerah di bidang tata usaha pelaksana keuangan daerah yang menjadi
kewenangan daerah, dimana telah melaksanakan beberapa capaian
kinerja dengan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukurnya dengan
hasil sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Opini BPK atas | Predikat WTP WTP 100% WTP - -
Laporan
Keuangan
Pemerintah

Daerah

Persentase Persen 5,69 2,03 35,68 3,46 21,11 371,00
peningkatan
Pendapatan
Asli Daerah
(PAD)

Indeks Persen 75,00 78,38 104,51 85,00 - -
Kepuasan
Masyarakat
Pelayanan
BPKPD

Nilai SAKIP Nilai BB B 62,15% BB - -
OPD

Laporan Sesuai / | Sesuai Sesuai 100% Sesuai Sesuai 100%
Keuangan OPD Tidak
sesuai Standar Sesuai
Akuntansi
Pemerintahan
(SAP)
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Dari uraian tabel diatas tergambarkan bahwa dari S (lima)
Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama
(IKU ke-5) yang capaian kinerjanya 100% yaitu Laporan Keuangan OPD
sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan 1 (satu) Indikator
Kinerja Utama (IKU ke-2) yang capaian kinerjanya melebihi 100% yaitu
pada capaian kinerja Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(PAD). Jika dibandingkan capaian kinerja Persentase Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 maka tahun 2025 mengalami
peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya,
(penjabaran lebih terinci pada penjelasan IKU ke-2).

Indikator Kinerja Utama (IKU) ke-4) Nilai SAKIP OPD dan
Indikator Kinerja Utama (IKU ke-1) Opini BPK atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah akan dijabarkan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja
(Lakip) tahun anggaran 2026 hal tersebut disebabkan karena Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 masih dilakukan audit
oleh BPK-RI sementara Nilai SAKIP di reviu oleh Inspektorat Daerah pada
awal tahun 2026 sehingga yang terjabarkan pada LAKIP tahun 2025

adalah nilai dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2024.
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Analisis Capaian Kinerja

Pada akhir tahun anggaran 2025 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah
melaksanakan seluruh kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)
yang telah ditetapkan dan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah
disepakati antara Bupati dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun seluruh
capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan
tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dikelompokkan
dan di analisa sebagai berikut:

a. Sasaran Strategis ke-1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan
Keuangan Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel.

Tabel 3.3.
Indikator Kinerja Utama (IKU 1)
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1 Opini BPK
atas Laporan | Predikat WTP WTP 100% WTP - -
Keuangan
Pemeintah
Daerah
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Berdasarkan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara, bahwa untuk mendukung keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola
secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan maka perlu dilakukan
pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri.

Pemeriksaan merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan
evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional
berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan,
kredibiltas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan
tanggungjawab negara. Lingkup Pemeriksaan Keuangan Negara meliputi
pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemeriksaan Atas
Tanggungjawab Keuangan Negara. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan
pemeriksaan dengan tujuan terttentu. Pemeriksaan Keuangan adalah
pemeriksaan atas laporan keuangan. Entitas pemeriksa Laporan

Keuangan adalah Badan Pemriksa Keuangan (BPK).
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Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah
pemeriksaan selesai dilakukan. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan
keuangan pemerintah memuat opini. Dalam kaitannya dengan Tugas
Pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar dalam hal pengelolaan keuangan dan barang milik
daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar yakni menyusun Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mana merupakan gabungan
dari seluruh Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (LKPD-OPD)
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 yang telah disusun, kemudian
diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tanggal 24
Maret 2026 oleh Bupati Kepulauan Selayar kepada Kepala Perwakilan
BPK Provinsi Sulawesi Selatan.

1.1. Analisa Perbandingan Realisasi terhadap Target Tahun 2024
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor
49.A/LHP/XIX.MKS/06/2025 tanggal 3 Juni 2025, Hasil Opini
atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2024 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berdasarkan hasil yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten
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Kepulauan Selayar tersebut maka target Sasaran Kinerja ke-2
dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Opini BPK atas Laporan
Keuangan tahun 2024 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
tercapai 100%.

Dalam rangka pemenuhan Indikator Kinerja Opini BPK atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan akuntabilitas
Organisasi Perangkat Daerah, penghitungannya dilakukan
dengan memberikan poin pada masing-masing opini. Target point
ditetapkan sebagai berikut :

Apabila mendapat opini “Tidak Wajar”, maka point yang
diberikan adalah 1 (satu);

Apabila mendapat opini “Disclaimer”, maka point yang diberikan
adalah 2 (dua)’

Apabila mendapatkan opini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP),
maka point yang diberikan adalah 3 (tiga); dan

Apabila mendapat opini “ Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP),
maka point yang diberikan adalah 4 (empat).

Berdasarkan target point tersebut di atas, maka dapat
dilakukan pengukuran sebagai berikut :

Realisasi Target point x 100 = Persentase Realisasi
Target Point opini
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1.2,

4 (empat) x 100 = 100%
4
Berdasarkan perhitungan tersebut di atas dapat

dilakukan perhitungan capaian yaitu :

Persentase Realisasi x 100 = Persentase capaian realisasi

Persentase target

100% x 100 = 100%
100%

Faktor Pendukung Keberhasilan

Dengan terlaksananya output dari setiap kegiatan di atas

yang mendukung pencapaian opini WTP atas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun

2024, dengan pendukung Capaian Kinerja sebagai berikut:

1.

2.

Adanya peraturan perundangan yang berlaku;
Kebijakan pimpinan dalam mengupayakan transparansi dalam

pengelolaan keuangan daerah; dan

. Adanya upaya seluruh OPD di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kepulauan Selayar untuk meningkatkan kualitas

LK-OPD-nya masing-masing.
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1.3. Faktor Penghambat Keberhasilan
Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2024 menjelaskan bahwa masih adanya
kelemahan baik pada sistem pengendalian Intern maupun
kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
1.4. Solusi (Rekomendasi)
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berupaya untuk
menindaklanjuti kelemahan yang ada dan juga berusaha
meningkatkan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, -efektif,
transparan, dan bertanggungjawab.

b. Sasaran Strategis ke-1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan
Keuangan Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel

Tabel 3.3.
Indikator Kinerja Utama (IKU 2)
Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Persentase
1 Peningkatan Persen 5,69 2,03 35,68 3,46 21,11 371,00
Pendapatan
Asli Daerah
(PAD)
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Definisi Pendapatan Daerah menurut Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah hak pemerintah daerah
yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Adapun jenis
Pendapatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 25 dikelompokkan
atas:
a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Dana Perimbangan; dan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Untuk kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis
pendapatan terdiri dari:
a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

2.1. Analisa Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Selayar
pada tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 114.091.495.700,00
dengan realisasi sebesar Rp. 98.539.068.269,43 atau dengan
persentase sebesar 86,37% atau terdapat selisih kurang sebesar

Rp. 15.552.427.431,43 dengan persentase 13,63%.
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Berdasarkan analisa perbandingan realisasi dengan target tersebut
di atas, maka indikator pendapatan asli daerah tidak mencapai
target dengan persentase realisasi sebesar 86,37% dari persentase
100% yang ditargetkan di tahun 2025, hal tersebut disebabkan oleh
beberapa hal antara lain:

tidak tercapainya sektor pajak daerah dengan persentase
pencapaian sebesar 76,94% tidak  terlampaui sebesar
Rp. 5.522.416.379,53;

tidak tercapainya sektor retribusi daerah pada retribusi jasa usaha
dengan pencapaian sebesar 53,36% tidak terlampaui sebesar
Rp. 996.319.060,00 dan retribusi jasa umum (Retribusi Pengujian
Alat-alat Ukur, Takar, Timbang) dengan realisasi persentase 0% dari
target Rp. 18.000.000,00;

tidak tercapainya sektor pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan dengan persentase pencapaian sebesar 98,23% tidak
terlampaui sebesar Rp. 226.635.204,00; dan

tidak tercapainya sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
dengan persentase pencapaian 39,21% tidak terlampaui sebesar
Rp. 14.436.514.922,90.

Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan sebagai berikut :
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Tabel 3.4.
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025

Pajak daerah 23.051.667.100,00 | 17.529.250.721,53 | 78,04
Retribusi daerah 54.514.403.000,00 | 59.147.515.073,00 | 108,50
Hasil pengelolaan | 12.778.500.000,00 | 12.551.864.796,00 | 98,23
kekayaan daerah yang

dipisahkan

Lain-lain pendapatan asli | 23.746.925.600,00 | 9.310.437.878,90 | 39,21
daerah yang sah

Sumber : LRA-PAD BPKPD per 31 Desember 2025

Hasil Pajak Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2025 adalah
sebesar Rp. 23.051.667.100,00 dengan realisasi sebesar Rp.
17.529.250.721,53 mencapai persentase 78,04%. Hal tersebut
dikarenakan adanya beberapa realisasi pajak daerah yang tidak
mencapai target diantaranya adalah pajak sarang burung walet
mencapai 10,89%, pajak mineral bukan logam dan batuan
mencapai 33,97%, opsen PKB mencapai 60,26%, pajak makan dan

minum mencapai 70,90% dan opsen BBNKB mencapai 74,50%.
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Akan tetapi terdapat penerimaan pajak yang melebihi target yaitu

pajak reklame mencapai

100,65%,

pajak air tanah mencapai

105,06%, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

mencapai 116,08%.

Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan dari sektor

pajak daerah sebagai berikut :

Bea Perolehan

Hak Atas

Tanah dan
Bangunan
(BPHTB)

Tabel 3.5.
Target dan Realisasi Hasil Pajak Daerah Tahun 2025

1.050.000.000,00

1.218.813.107,00

168.813.107,00

116,08

Pajak Air
Tanah

22.000.000,00

23.112.292,00

1.112.292,00

105,06

Pajak Bumi
dan Bangunan
Perdesaan dan
Perkotaan

(PBB-P2)

4.352.316.400,00

4.334.600.001,00

17.716.399,00

99,59

PBJT
Makanan dan

Minuman

3.171.250.000,00

2.248.375.433,00

922.874.567,00

70,90

PBJT Tenaga
Listrik

4.200.000.000,00

4.077.103.820,00

122.896.180,00

97,07
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0. PBJT Jasa
Perhotelan 250.000.000,00 224.130.711,00 25.869.289,00 | 89,65
7. PBJT Jasa
Kesenian dan 30.000.000,00 24.958.284,00 | 5.041.716,00 83,19
Hiburan
8. PBJT Jasa
Parkir
18.000.000,00 30.856.000,00 12.856.000,00 171,42
O, Pajak Mineral
Bukan Logam
dan Batuan
4.077.000.000,00 1.384.800.397,53 | 2.692.199.602,47 33,97
10. | Pajak Reklame
300.000.000,00 301.963.992,00 1.963.992,00 100,65
11. | Opsen BBNKB
2.105.955.390,00 1.569.014.653,00 | 536.940.737,00 74,50
12. | Opsen PKB
3.470.145.310,00 2.090.977.781,00 | 1.379.167.529,00 | 60,26
13. | Pajak Sarang 5.000.000,00 544.250,00 4.455.750,00 10,89
Burung Walet
Sumber : LRA-PAD BPKPD per 31 Desember 2025
2. Hasil Retribusi Daerah
Target pendapatan dari sektor retribusi daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2025 adalah sebesar

Rp.54.514.403.000,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp 59.147.515.073,00 atau mencapai 108,50% yang bersumber

dari komponen retribusi daerah :

1. Capaian Retribusi Jasa Umum mencapai 111,44% atau

terlampaui dengan realisasi sebesar Rp 57.814.629.397,00

dari

target

sebesar

Rp 51.878.059.000,00.

Adapun

komponen yang mempengaruhi tingginya realisasi tersebut
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adalah penerimaan retribusi jasa umum yang melebihi
target yaitu penerimaan retribusi pelayanan kesehatan
ditempat pelayanan kesehatan lainnya sebesar 112,17%,
penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
sebesar 101,40%, dan retribusi penyediaan dan/atau
penyedotan kakus sebesar 99,24%.

Capaian Retribusi Jasa Usaha hanya mencapai 53,36%
atau tidak terlampaui sebesar Rp 996.319.060,00 hanya
terealisasi sebesar Rp 1.140.024.940,00 dari target sebesar
Rp2.136.344.000,00. Adapun komponen yang
mempengaruhi realisasi tersebut adalah rendahnya
retribusi pelayanan tempat khusus parker, retribusi sewa
alat berat, reribusi sewa transfortasi laut/kapal, retribusi
tempat penginapan/pasanggarahan/vila, retribusi
pelayanan kepelabuhan, akan tetapi terdapat penerimaan
retribusi yang melebihi target yaitu retribusi pemakaian
laboratorium Dinas Kesehatan sebesar 110,97% dan
retribusi tempat rekreasi sebesar 103,34%.

Capaian Retribusi Perizinan Tertentu hanya mencapai

38,57% tidak terlampaui sebesar Rp 307.139.264,00 atau
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realisasi sebesar Rp 192.860.736,00 dari target sebesar
Rp 500.000.000,00 Adapun komponen yang mempengaruhi
capaian realisasi tersebut yaitu rendahnya capaian pada
retribusi persetujuan bangunan gedung.

Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan

sektor retribusi daerah sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Target dan Realisasi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2025

HASIL RETRIBUSI DAERAH 54.514.403.000,00 | 59.147.515.073,00 | 108,50
Retribusi Jasa Umum 51.878.059.000 57.814.629.397 | 115,32
R. Pelayanan
515.000.000,00 522.203.500,00 | 101,40
Persampahan /Kebersihan
R. Pelayanan Parkir Di Tepi
360.500.000,00 106.600.000,00 29,57

Jalan Umum

R. Pelayan Kesehatan 50.972.920.000 57.174.275.897,00 112,17

R. Pengujian Alat Ukur, Takar,

18.000.000,00 0 0,00
Timbang
R. Penyediaan dan/atau
11.639,000.00 11.550.000,00 99,24
Penyedotan Kakus
Retribusi Jasa Usaha
R. Penyediaan Fasilitas Pasar
500.000.000,00 410.184.000,00 82,04
Grosir berbagai jenis barang
R. Penyewaan Tanah 92.000.000,00 27.620.000,00 30,02
R. Penyewaan Bangunan 90.000.000,00 86.600.000,00 96,22
R. Penyediaan Tempat
150.000.000,00 110.414.000,00 44,17

Pelelangan
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R. Pemakaian Alat 50.000.000,00 50.834.000,00 | 103,34
R. Pemakaian Kendaraan

119.500.000,00 16.850.000,00 7,09
Bermotor
R. Pemakaian Laboratorium 24500000,00 19765000,00 1,23
R. Terminal 25.000.000,00 1.027.000 4,11
R. Tempat Khusus Parkir 70.344.000,00 1.431.000 2,03
R. Tempat Penginapan/

265.000.000,00 21.330.000 8,05
Pasanggarahan/Villa
R. Pelayanan Kepelabuhanan 650.000.000,00 393.969.940 60,61

Retribusi Perizinan Tertentu

R. Izin Mendirikan Bangunan 500.000.000 192.860.736 38,57

Sumber LRA-PAD BPKPD per 31 Desember 2025

3.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada
bagian laba (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD
terealisasi sebesar Rp. 12.551.864.796,00 dari target sebesar
Rp. 12.658.500.000,00 mencapai 99,16% dan tidak ada realisasi
penerimaan pada bagian laba yang dibagikan kepada
pemerintah daerah (Bidang Air Minum) dari target yang telah
ditetapkan sebesar Rp 120.000.000,00. Adapun rincian rencana

dan realisasi pendapatan sektor hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan sebagai berikut :
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Tabel 3.7.
Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan Tahun 2025

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN | 12.778.500.000,00 | 12.551.864.796,00 | 98,23
DAERAH YANG DIPISAHKAN

Bagian Laba Yang Di Bagikan 12.658.500.000,00 | 12.551.864.796,00 99,16
Kepada Pemerintah Daerah
(Deviden) Atas  Pernyataan
Modal Pada BUMD BPR

(Lembaga Keuangan)

Bagian Laba Yang Di Bagikan 120.000.000,00 - -
Kepada Pemerintah Daerah
(Deviden) Atas  Pernyataan
Modal Pada BUMD BPR (
Bidang Air Minum)

Sumber LRA-DPA BPKPD per 31 Desember 2025

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah
Sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah,
realisasi penerimaannya hanya mencapai 39,21% atau sebesar
Rp 9.310.437.678,90 dari target yang telah ditetapkan sebesar
Rp 23.746.925.600,00.
Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan
sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai

berikut:
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Tabel 3.8.
Target dan Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2025

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI | 23.746.925.600,00 9.310.437.678,90 | 39,21
DAERAH (PAD) YANG SAH
Penerimaan Jasa Giro 2.000.000.000,00 737.828.012,00 36,89

Penerimaan Atas Tuntutan 7.257.167.200,00 1.271.003.901,53 17,51

Ganti  Keruugian Keuangan
Daerah

Penerimaan Komisi, Potongan, 14.489.758.400,00 7.301.605.765,37 50,39
Atau Bentuk Lain
Pendapatan BLUD 0 0,00 0,00
Sumber Data : LRA_PAD BPKPD per 31 Desember 2025

2.2. Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor pendukung peningkatan laju pertumbuhan penerimaam

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Selayar

berdasarkan karakteristik dan potensinya adalah bersumber pada:

1. Investasi Pemerintah Daerah, dalam pembangunan infrastruktur
dan fasilitas umum dapat menorong pertumbuhan ekonomi dan
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

2. Optimalisasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dapat
meningkatkan nilai tambah pada penerimaan PAD;

3. Pengembangan sektor pariwisata, mengingat potensinya yang

signifikan dalam mendongkrak laju pertumbuhan penerimaan PAD;
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2.3.

2.4.

4. Pertumbuhan ekonomi yang positif dapat meningkatkan basis pajak
dan retribusi daerah dan berdampak pada penerimaan PAD; dan

5. Peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah yang efisien
termasuk optimalisasi belanja modal dan belanja operasi
meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Faktor penghambat keberhasilan

1. Kesadaran wajib pungut pajak dan retribusi masih rendah; dan

2. Koordinasi penanganan pendapatan secara menyeluruh dan

terintegrasi antar SKPD juga masih rendah.

Solusi (Rekomendasi)

Berdasarkan beberapa penghambat penerimaan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) tersebut Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
berupaya untuk meningkatkan kinerja OPD serta BUMD dalam
pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi atas sumber-sumber
pendapatan asli daerah dan perlu dilaksanakan sosialisasi yang intensif
dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pungut pajak dan

retribusi daerah atas kewajibannya.
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c. Sasaran Strategis ke-2 : Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat
Terhadap Pelayanan

Tabel 3.9.
Indikator Kinerja Utama (IKU 3)

Indeks
Kepuasan Persen 75,00 78,01 104,01 80,00 79,01 98,76
Masyarakat
Pelayanan
BPKPD

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu
indikator penting dalam mengukur tingkat kualitas pelayanan publik
yang diberikan oleh perangkat daerah kepada masyarakat. Pada Tahun
2025, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)
Kabupaten Kepulauan Selayar secara konsisten melakukan pengukuran
IKM terhadap berbagai layanan yang diberikan kepada masyarakat,
khususnya yang berkaitan dengan pelayanan pajak daerah, retribusi
daerah, serta layanan administrasi keuangan daerah.

IKM memuat Sembilan wunsur penting yaitu kesesuaian

persyaratan layanan, kemudahan prosedur pelayanan, kecepatan waktu
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dalam memberikan layanan, kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan,
kesesuaian produk  pelayanan dengan standar  pelayanan,
kompetensi/kemampuan petugas, perlaku petugas terkait kesopaan dan
keramahan, kualitas sarana dan prasarana serta penanganan
pengaduan pengguna layanan. Data dianalisis secara deskrptif dengan
menggunakan table matriks dan grafis yang menggambarkan
kecenderungan dari persepsi Masyarakat berdasarkan penyelenggaraan
urusan setiap perangkat daerah dan secara kumulatif akan membentuk
IKM Pemerintah Daerah untuk tahun yang bersangkutan.
3.1. Analisa Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap pengguna
layanan pada tahun 2025, tingkat kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan
capaian yang baik, yang mencerminkan bahwa sebagian besar
masyarakat merasa puas terhadap kualitas layanan yang
diberikan. Penilaian ini didasarkan pada beberapa unsur
pelayanan, antara lain persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan,
waktu penyelesaian, biaya/tarif pelayanan, kompetensi petugas,
perilaku petugas pelayanan, sarana dan prasarana, serta

penanganan pengaduan.
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Capaian IKM tersebut menunjukkan bahwa BPKPD

Kabupaten Kepulauan Selayar telah berupaya memberikan
pelayanan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan
juga didukung oleh komitmen aparatur dalam memberikan
pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional.
Meskipun demikian, BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar tetap
berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam
pelayanan publik. Upaya peningkatan kualitas layanan dilakukan
melalui penyederhanaan prosedur pelayanan, peningkatan
kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi
informasi, serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan.

Dengan adanya hasil pengukuran Indeks Kepuasan
Masyarakat ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan
dasar perbaikan berkelanjutan guna mewujudkan pelayanan
publik yang semakin berkualitas, efektif, dan mampu memenuhi
harapan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar.

3.2. Faktor Pendukung Keberhasilan
Faktor pendukung utama adalah pada keberhasilan IKM Pelayana

Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah Kabupaten
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3.3.

3.4.

d.

Nilai
OPD

Kepulauan Selayar adalah pada unsur kewajaran biaya/tarif
dalam pelayanan yang tidak membebankan masyarakat dan
pemanfaatan teknologi informasi yang memudahkan masyarakat.
Faktor Penghambat Keberhasilan

Hal yang yang menjai salah satu faktor penghambat keberhasilan
dalam capaian Indeks Kepuasa Masyarakat (IKM) pada perangkat
daerah adalah keterbatasan sumber daya, hambatan birokrasi dan
lemahnya sistem pendukung

Faktor Penghambat Keberhasilan

Untuk menindaklanjuti hambatan-hambatan tersebut dibutuhkan
optimalisasi SDM, digitalisasi dan penyderhanaan alur/metode,
pembenahan fasilitas, penguatan sistem pengaduan serta
komitmen pimpinan.

Sasaran Strategis ke-3 : Meningkatnya Nilai SAKIP OPD

Tabel 3.10.
Indikator Kinerja Utama (IKU 4)

SAKIP
Persen BB B 62,15 BB - -
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Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
merupakan instrumen manajemen yang digunakan oleh pemerintah
untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh perangkat daerah dapat dipertanggungjawabkan
secara transparan, efektif, dan berorientasi pada hasil. Implementasi
SAKIP bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja
pemerintah serta memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah
memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Pada Tahun 2025, Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar terus
berupaya meningkatkan kualitas penerapan SAKIP melalui
penguatan perencanaan Kkinerja, pengukuran kinerja, pelaporan
kinerja, serta evaluasi internal terhadap pelaksanaan program dan
kegiatan. Hal ini dilakukan dengan memastikan keterkaitan yang
jelas antara dokumen perencanaan seperti Renstra, Renja, Perjanjian
Kinerja, hingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Nilai SAKIP OPD menjadi indikator penting dalam menilai
sejauh mana perangkat daerah mampu mengelola kinerja organisasi
secara efektif dan akuntabel. Capaian nilai SAKIP tersebut

mencerminkan tingkat keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan
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4.1.

program dan kegiatan, serta pencapaian hasil yang terukur. Selain
itu, nilai SAKIP juga menggambarkan tingkat komitmen organisasi
dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance dan peningkatan
kualitas manajemen kinerja.

Analisa Perbandingan Realisasi terhadap Target Tahun 2024
Berdasarkan penilaian yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat
Daerah Kepulauan Selayar, nilai Akuntabilitas Kinerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar atas Sistem Akuntabilitas Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2024 adalah 62,15 dengan predikat B (baik) dengan
akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja
yang dievaluasi sebagai berikut :

a. Perencanan Kinerja : 19,50

b. Pengukuran Kinerja : 15,90

c. Pelaporan Kinerja : 9,75

d. Evaluasi Internal : 17,00

Dari akumulasi penilaian tahun 2024, maka dapat disimpulkan
bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU 4) yaitu Nilai SAKIP OPD

terealisasi B (62,15) yang berarti belum mencapai target IKU tahun

187



4.2.

4.3.

2024 sesuai dengan yang ditetapkan atau ditargetkan yakni BB atau
Sangat Baik (Nilai 70-80). Akan tetapi dengan akuntabilitas kinerja
cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan
sebagai informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, namun
demikian masih memerlukan banyak perbaikan.

Oleh karena itu pada tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah akan melakukan perbaikan atau tindak lanjut
sebagaimana direkomendasikan tim Evaluasi Inspektorat Daerah,
sehingga pada tahun 2026 bisa mendapatkan predikat minimal
mencapai target atau melampau target.

Faktor Penghambat Keberhasilan

Masih terdapat beberapa hal yang belum dioptimalkan dengan
maksimal yaitu dari segi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja
dan Pelaporan Kinerja.

Faktor Pendukung Keberhasilan dan Rekomendasi

Berdasarkan faktor penghambat keberhasilan tersebut di atas maka
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar akan melakukan perbaikan dan penyempurnaan
atau tindak lanjut sebagaimana direkomendasikan oleh tim Evaluasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain dari
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sisi perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Evaluasi Internal agar sesuai dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12
Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

e. Sasaran Strategis ke-2 : Meningkatnya Tertib Administrasi
Pengelolaan Keuangan dan Aset Milik Daerah

Tabel 3.10.
Indikator Kinerja Utama (IKU 5)

Laporan
1 Keuangan OPD | Persen | Sesuai Sesuai 100 Sesuai Sesuai 100
sesuai Standar
Akuntansi
Pemerintahan
(SAP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual,
laporan keuangan yang dibuat oleh entitas pelaporan terdiri dari

Laporan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus

189



Kas dan Laporan Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK). Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan formula wajib yang
digunakan sebagai acuan penyusunan LKPD.

Pelaporan keuangan merupakan salah satu bentuk
pertanggungjawaban dari fungsi yang dipercayakan kepada Instansi
Pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan
Keuangan Organisasi Perangkat Daerah secara profesional,
partisipatif dan akuntabel sebagai bagian atau satu kesatuan yang
tak terpisahkan demi terwujudnya Good Governance. Yang terpenting
juga dalam penyusunan laporan keuangan adalah memenuhi prinsip
tepat waktu dan penysunannya telah sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atau dikenal juga dengan
System Analisys and Product in Data Processing merupakan aplikasi
yang digunakan untuk mengolah data yang digunakan Instansi
Pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya, sehingga
penyajian data lebih akurat, efisien dan efektif maka capaian kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU 5)

telah sesuai dan mencapai target 100%.
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Realisasi Keuangan

Total inputan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp.153.730.100.295,00 dan
terealisasi sebesar Rp.144.709.008.851,00 atau 94,13%. Adapun uraian

belanja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11.
Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025

Belanja Langsung 22.279.707.794,61 | 21.483.823.378,00 | 96,43

1. | Belanja Pegawai 5.508.204.061,61 5.068.403.436,00 | 98,04

2. | Belanja Barang dan 15.903.478.433,00 15.555.412.692,00 | 89,01
Jasa

3. | Belanja Modal 868.025.300,00 860.007.250,00 | 95,68

Sumber : RFK Desember 2025 BPKPD

Dari uraian tabel 3.11. terinci Belanja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun
Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 22.279.707.794,61 (Dua Puluh Dua
Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Tujuh

Ratus Sembilan Puluh Empat Rupah) dialokasikan untuk mendanai 4
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(empat) program yang tertuang di 13 (tiga belas) kegiatan dan 89 (delapan
puluh sembilan) sub kegiatan. Alokasi pagu anggaran dan realisasi per
program tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12.
Penyerapan terhadap Pagu Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah per Program

Program Penunjang Urusan 14.404.919.311,00 13.957.837.366 | 96,90
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan | 136.273.851.900,00 | 127.988.133.031,00 | 93,92
Keuangan Daerah
Program Pengelolaan Barang 1.365.300.200,00 1.347.980.025,00 | 98,73
Milik Daerah
Program Pengelolaan 1.686.028.884,00 1.415.058.429,00 | 83,93
Pendapatan Daerah

JUMLAH TOTAL 153.730.100.295,00 | 144.709.008.851,00 | 94,13

Terlihat pada tabel 3.12 penyerapan terhadap pagu anggaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 per
program adalah sebesar Rp. 144.709.008.851,00 atau 94,13%. Jika
dibnadingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 dan
tahun 2025, penyerapan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terjabarkan dalam

tabel sebagai berikut:

192



Tabel 3.13.

Perbandingan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025

Target

166.993.740.900,00

153.730.100.295,00

Realisasi

157.053.092.431,00

144.709.008.851,00

Persentase (%)

94.05%

94,13

Selanjutnya di uraikan realisasi target per program dan per kegiatan dan

per sub kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Tahun 2025, pada tabel berikut:

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyusunan Dukumen
Perencanaan Perangkat Daerah

Tabel 3.14.
Realisasi Target Anggaran per Program per Kegiatan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025

14.404.919.311,61 13.957.837.366,00

Indikator Kinerja : Jumlah
Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

34,000,000.00 33,969,203.00

3 Dok 3 Dok

99,91

193



Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA SKPD

Indikator Kinerja : Jumlah
Dokumen RKA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD

10,000,000.00

9,742,250.00

1 Dok

1 Dok

97,42

Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA
SKPD

Indikator Kinerja Jumlah
Dokumen Perubahan RKA-
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-
SKPD

15,250,000.00

14,981,501.00

1 Dok

1 Dok

98,24

Koordinasi dan Penyusunan
DPA SKPD

Indikator Kinerja : Jumlah
Dokumen DPA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-
SKPD

10,000,000.00

9,625,216.00

1 Dok

1 Dok

96,25

Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan DPA-SKPD

Indikator Kinerja : Jumlah
Dokumen Perubahan DPA-
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan DPA-
SKPD

15,250,000.00

15,013,667.00

1 Dok

1 Dok

98,45

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

Indikator Kinerja : Jumlah
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

15,000,000.00

14,561,250.00

2 Lap

2 Lap

97.08

Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Indikator Kinerja : Jumlah
Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

17,500,000.00
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1 Lap

2 Lap

96,92




Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Indikator Kinerja : Jumlah
Orang yang Menerima Gaji
dan Tunjangan ASN

4,922,302,977.61

4,683,092,212.00

52 Orang/
Bulan

52 Orang/
Bulan

95,14

Pelaksanaan Penatausahaan
dan Pengujian/ Verifikasi
Keuangan SKPD

Indikator Kinerja : Jumlah
Dokumen Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

26,399,200.00

26,243,060.00

1 Dok

1 Dok

99,41

Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD

Indikator Kinerja : Jumlah
Dokumen Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi SKPD

10,434,400.00

9,268,293.00

1 Dok

1 Dok

88,82

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

Indikator Kinerja : Jumlah
Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

15,000,000.00

12,700,895.00

1 Lap

1 Lap

84,67

Pengelolaan dan Penyiapan
Bahan Tanggapan
Pemeriksaan

Indikator Kinerja : Jumlah
Dokumen Bahan Tanggapan
Pemeriksaan dan Tindak
Lanjut Pemeriksaan

13,378,000.00

12,941,547.00

1 Dok

1 Dok

96,74

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD

Indikator Kinerja : Jumlah
Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran
SKPD dan Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semeste
ran SKPD

22,788,400.00

22,389,428.00

1 Lap

1 Lap

98,25

Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Atribut
Kelengkapannya
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Indikator Kinerja : Jumlah
Paket Pakaian Dinas beserta
Atribut Kelengkapan

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

60,000,000.00

484,283,300.00

59,933,000.00

480,591,600.00

120 Paket

16 Paket

120 Paket

16 Paket

99,89%

99,24

Indikator Kinerja : Jumlah
Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

Penyediaan Bahan Logistik
Kantor

85,000,000.00

84,459,929.00

1 Paket

1 Paket

99,36

Indikator Kinerja : Jumlah
Paket Bahan Logistik Kantor
yang Disediakan

Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan

22,500,000.00

21,264,500.00

1 Paket

1 Paket

94,51

Indikator Kinerja : Jumlah
Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan

Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan

8,520,000.00

4,950,000.00

1 Dok

1 Dok

58,10

Indikator Kinerja : Jumlah
Dokumen Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
Undangan yang Disediakan

Fasilitasi Kunjungan Tamu

119,997,000.00

119,835,000.00

1 Lap

1 Lap

99,86

Indikator Kinerja : Jumlah
Laporan Fasilitasi Kunjungan
Tamu

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

398,100,000.00

398,025,488.00

100 Lap

100 Lap

99,98

Indikator Kinerja : Jumlah
Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
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Indikator Kinerja : Jumlah
Unit Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Disediakan

78,242,000.00

75,780,000.00

2 unit

2 unit

96,85

Pengadaan Mebel

Indikator Kinerja : Jumlah
Paket Mebel yang Disediakan

20,000,000.00

19,702,500.00

10 Unit

10 Unit

98,51

Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

Indikator Kinerja : Jumlah
Unit Peralatan dan Mesin

Lainnya yang Disediakan

285,500,000.00

283,933,150.00

19 Unit

19 Unit

99,45

Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Kinerja : Jumlah
Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik yang Disediakan

3,810,231,509.00

3,781,180,773.00

3 Lap

3 Lap hun

99,24

Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

Indikator Kinerja : Jumlah
Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan

2,890,892,879.00

2,763,216,900.00

1 Lap

1 Lap

95,58

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Kinerja : Jumlah
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas

Jabatan yang Dipelihara dan 395,830,000.00 368,189,433.00 48 Unit 48 Unit 93,02
dibayarkan Pajaknya
Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya
Indikator Kinerja : Jumlah
38 Unit 38 Unit 88,35

Peralatan dan Mesin Lainnya
yang Dipelihara

18,520,000.00

16,363,200.00

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya
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Indikator Kinerja : Jumlah

Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

599,999,645.00

598,922,063.00

1 Unit

1 Unit

99,82

II

PROGRAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Koordinasi dan Penyusunan
KUA dan PPAS

136,273,851,900,00

127.988.133.031,0

o

93,92

Indikator Kinerja: Jumlah

Dokumen KUA dan PPAS yang

Disusun

10,406,000.00

10,071,501.00

2 Dok

2 Dok

96,79

Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS

Indikator Kinerja: Jumlah

Dokumen Perubahan KUA dan

Perubahan PPAS yang
Disusun

30,900,000.00

30,531,841.00

2 Dok

2 Dok

98,81

Koordinasi, Penyusunan dan
Verifikasi RKA-SKPD

Indikator Kinerja : Jumlah
RKA-SKPD yang Diverifikasi

20,000,000.00

19,911,370.00

45
Dokumen

45 Dokumen

99,56

Koordinasi, Penyusunan dan
Verifikasi Perubahan RKA-
SKPD

Indikator Kinerja : Jumlah
Perubahan RKA-SKPD yang
Diverifikasi

20,000,000.00

19,886,872.00

45
Dokumen

45 Dokumen

99,56

Koordinasi, Penyusunan dan
Verifikasi DPA-SKPD

Indikator Kinerja : Jumlah
DPA- SKPD yang Diverifikasi

20,088,000.00

19,992,038.00

45
Dokumen

45 Dokumen

99,43

Koordinasi, Penyusunan dan
Verifikasi Perubahan DPA-
SKPD

Indikator Kinerja : Jumlah
Perubahan DPA-SKPD yang
Diverifikasi

20,938,000.00

20,167,891.00

45
Dokumen

45 Dokumen

99,52

Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang
APBD dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
APBD

Indikator Kinerja : Jumlah
Peraturan Daerah tentang
APBD dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran

201,788,200.00

200,513,638.00

3 Dok

3 Dok

99,37
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APBD

Verifikasi DPPA SKPD Tahun
Anggaran 202 Koordinasi dan
Penyusunan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD dan
Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Perubahan
APBD

Indikator Kinerja : Jumlah
Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan
Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Perubahan
APBD

212,810,000.00

210,620,090.00

3 Dok

3 Dok

98,97

Koordinasi Perencanaan
Anggaran Pendapatan

Indikator Kinerja: Jumlah
Dokumen Hasil Koordinasi
Perencanaan Anggaran
Pendapatan

81,168,000.00

80,094,348.00

1 Kegiatan

1 Kegiatan

87,08%

10

Koordinasi Perencanaan
Anggaran Belanja Daerah

Indikator Kinerja: Jumlah
Dokumen Hasil Koordinasi
Perencanaan Anggaran Belanja
Daerah

81,248,000.00

80,435,588.00

12 Dok

12 Dok

99,00

11

Koordinasi Perencanan
Anggaran Pembiayaan

Indikator Kinerja : Jumlah
Dokumen Hasil Koordinasi
Perencanaan Anggaran
Pembiayaan

Koordinasi dan Pengelolaan
Kas Daerah

81,062,000.00

80,788,119.00

12 Dok

12 Dok

99,66

Indikator Kinerja : Jumlah
Dokumen Hasil Koordinasi
dan Pengelolaan Kas Daerah

91,350,000.00

86,005,311.00

12 Dok

12 Dok

94.15

Pengelolaan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya

Indikator Kinerja: Jumlah
Laporan Hasil Pengelolaan
Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Sebelumnya

3,857,400.00

3,262,608.00

1 Lap

1 Lap

84,58
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Penyiapan, Pelaksanaan
Pengendalian dan Penerbitan
Anggaran Kas dan SPD

Indikator Kinerja: Jumlah
Dokumen Hasil Pengendalian
dan Penerbitan Anggaran Kas
dan SPD

54,451,800.00

50,879,509.00

2 Dok

2 Dok

93,44

Penatausahaan Pembiayaan
Daerah

Indikator Kinerja: Jumlah
Dokumen Hasil
Penatausahaan Pembiayaan
Daerah

40,000,000.00

37,171,360.00

1 Dok

1 Dok

92,93

Koordinasi, Fasilitasi,
Asistensi, Sinkronisasi,
Supervisi, Monitoring dan
Evaluasi Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana
Transfer Lainnya

Indikator Kinerja: Jumlah
Dokumen Hasil Koordinasi,
Fasilitasi, Asistensi,
Sinkronisasi, Supervisi,
Monitoring, dan Evaluasi
Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana
Transfer Lainnya

45,000,000.00

43,610,339.00

12 Dok

12 Dok

96,91

Koordinasi, Pelaksanaan
Kerjasama dan Pemantauan
Transaksi Non Tunai dengan
Lembaga Keuangan Bank dan
Lembaga Keuangan Bukan
Bank

Indikator Kinerja : Jumlah
Dokumen Hasil Koordinasi,
Pelaksanaan Kerja Sama dan
Pemantauan Transaksi Non
Tunai dengan Lembaga
Keuangan Bank dan Lembaga
Keuangan Bukan Bank

35,668,800.00

33,891,140.00

12 Dok

12 Dok

95,02

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Realisasi Penerimaan
dan Pengeluaran Kas Daerah,
Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan

Pemungutan/ Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)

Indikator Kinerja: Jumlah
Laporan Realisasi Penerimaan
dan Pengeluaran Kas Daerah,
Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan

2,908,203,800.00

2,880,265,632.00

12
Laporan

12 Laporan

99,04

200




Pemungutan/Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil
Koordinasi dalam rangka
Penyusunan Laporan Realisasi
Penerimaan dan Pengeluaran
Kas Daerah, Laporan Aliran
Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)

Koordinasi Pelaksanaan
Piutang dan Utang Daerah
yang Timbul Akibat
Pengelolaan Kas, Pelaksanaan
Analisis Pembiayaan dan
Penempatan Uang Daerah
sebagai Optimalisasi Kas

Indikator Kinerja: Jumlah
Dokumen Hasil Koordinasi
Pelaksanaan Piutang dan
Utang Daerah yang Timbul
Akibat Pengelolaan Kas,
Pelaksanaan Analisis
Pembiayaan dan Penempatan
Uang Daerah sebagai
Optimalisasi Kas

25,000,000.00

24,177,759.00

12 Dok

12 Dok

96,71

Rekonsiliasi Data Penerimaan
dan Pengeluaran Kas serta
Pemungutan dan Pemotongan
Atas SP2D dengan Instansi
Terkait

Indikator Kinerja: Jumlah
Dokumen Hasil Rekonsiliasi
Data Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta
Pemungutan dan Pemotongan
atas SP2D dengan Instansi
Terkait

72,242,300.00

69,891,608.00

2 Dok

2 Dok

96,75

10

Pembinaan Penatausahaan
Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja: Jumlah
Orang yang Mengikuti
Pembinaan Penatausahaan
Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota

61,005,100.00
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60,044,498.00

50 Orang

50 Orang

98,43




Koordinasi Pelaksana
Akuntansi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah

Indikator Kinerja: Jumlah
Laporan Hasil Koordinasi
Pelaksanaan Akuntansi
Penerimaan dan Pengeluaran
Kas Daerah

42,946,600.00

42,466,566.00

1 Lap

1 Lap

98,88

Rekonsiliasi dan Verifikasi
Aset, Kewajiban, Ekuitas,
Pendapatan, Belanja,
Pembiayan, Pendapatan LO
dan Beban

Indikator Kinerja : Jumlah
Dokumen Hasil Rekonsiliasi
dan Verifikasi Aset, Kewajiban,
Ekuitas, Pendapatan, Belanja,
Pembiayaan, Pendapatan- LO,
dan Beban

45.798.000,00

45.691.587

12 Dok

12 Dok

99,77

Koordinasi Penyusunan
Laporan Peratnggungjawaban
Pelaksanaan APBD Bulanan,
Triwulan dan Semesteran

Indikator Kinerja: Jumlah
Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Bulanan,
Triwulanan dan Semesteran

93.231.800,00

92.968.622,00

1 Lap

1 Lap

99,72

Konsolidasi Laporan Keuangan
SKPD, BLUD dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja : Jumlah
Laporan Keuangan SKPD,
BLUD dan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah yang
Terkonsolidasi

30.000.000,00

29.835.765,00

3 Lap

3 Lap

99,45

Koordinasi dan Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanan APBD Provinsi dan
Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
Peratnggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah
Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

311.934.000,00

311.523.808,00

1 Dok

1 Dok

99,87
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Kabupaten/Kota

Penyusunan

Tanggapan/ Tindak Lanjut
terhadap LHP BPK atas
Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

Indikatorr Kinerja: Jumlah
Dokumen Tanggapan/Tindak
Lanjut Terhadap LHP BPK atas
Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

14.560.000,00

14.340.587,00

1 Dok

1 Dok

98,49

Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Penyelesaian Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan
Kerugian Daerah

Indikator Kinerja : Jumlah
Dokumen Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi, dan Penyelesaian
Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Kerugian Daerah

24.420.800,00

23.877.790,00

5 Dok

5 Dok

97,78

Penyusunan Analisis Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

Indikator Kinerja : Jumlah
Dokumen Hasil Analisis
Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

25.000.000,00

24.454.360,00

1 Dok

1 Dok

97,82

Penyusunan Kebijakan dan
Panduan Teknis Operasional
Penyelenggaraan Akuntansi
Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja: Jumlah
Kebijakan dan Panduan
Teknis Operasional
Penyelenggaraan Akuntansi
Pemerintah Daerah

56.688.000,00

56.531.157,00

1 Dok

1 Dok

99,72

10

Pembinaan Akuntansi,
Pelaporan dan
Pertanggungjawaban
Pemerintah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja: Jumlah
Orang yang Mengikuti
Pembinaan Akuntansi,
Pelaporan dan
Pertanggungjawaban
Pemerintah Kabupaten/Kota

19.420.800,00

18.918.394,00

25 orang

25 Orang

97,41

11

Pembinaan Pengelolaan
Keuangan BLUD
Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah
BLUD Kabupaten/Kota yang

8.342.000,00

8.266.373,00

1 Lembaga

1 Lembaga

99,09
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Dibina

12

Koordinasi dan Penyusunan
Statistik Keuangan
Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja : Jumlah
Laporan Statistik Keuangan
Pemerintahan Daerah pada
Pemerintah Kabupaten/Kota

Analisis Perencanaan dan
Penyaluran Bantuan Keuangan

11.080.000,00

10.817.559,00

1 Lap

1 Lap

97,63

Indikator Kinerja : Jumlah
Laporan Hasil Analisis
Perencanaan dan Penyaluran
Bantuan Keuangan

125.087.314.000,00

118.290.375.625,
00

1 Lap

1 Lap

94,57

Pengelolaan Dana Darurat dan
Mendesak

Indikator Kinerja : Jumlah
Laporan Hasil Pengelolaan
Dana Darurat dan Mendesak

2.330.000.000,00

1.427.219.190,00

1 Lap

1 Lap

61,25

Pengelolaan Dana bagi Hasil
Kabupaten/Kota

IndikatordJumlah Laporan
Hasil Pengelolaan Dana bagi
Hasil Kabupaten/Kota

4.055.928.500,00

3.528.632.588,00

1 Lap

1 Lap

87,00

II1

PROGRAM PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH

Penyusunan Standar Harga

1.365.300.200

,00

1.347.980.025,0
(o]

98,71

Indikator Kinerja : Jumlah
Standar Harga yang Disusun

83.319.000,00

82.356.643,00

1 Dok

1 Dok

08,84

Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik
Daerah

Indikator Kinerja : Jumlah
Rencana Kebutuhan Barang
Milik Daerah

11.980.000,00

11.945.813.00

45 Dok

45 Dok

99,71

Penatausahaan Barang Milik
Daerah

Indikator Kinerja : Jumlah
Laporan Penatausahaan
Barang Milik Daerah

27.920.000,00

27.331.522.00

1 Lap

1 Lap

97.89
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Inventarisasi Barang Milik
Daerah

Indikator Kinerja : Jumlah
Laporan Hasil Inventarisasi
(LHI) Barang Milik Daerah

703.664.800,00

700.690.516,00

1 Lap

1 Lap

99.58

Pengamanan Barang Milik
Daerah

Indikator Kinerja : Jumlah
Laporan Hasil Pengamanan
Barang Milik Daerah

430.309.900,00

421.147.554,00

1 Lap

1 Lap

97.87

Pengawasan dan Pengendalian
Pengelolaan Barang Milik
Daerah

Indikator Kinerja : Jumlah
Laporan Hasil Pengawasan
dan Pengendalian Pengelolaan
Barang Milik Daerah

45.728.000,00

43.962,552,00

1 Lap

1 Lap

96.14

Optimalisasi Penggunaan,
Pemanfaatan,
Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik
daerah

Indikator Kinerja : Jumlah
Dokumen Hasil Optimalisasi
Penggunaan, Pemanfaatan,
Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik
Daerah

17.826.400,00

17,330,849,00

100 Dok

100 Dok

97.22

Rekonsiliasi dalam rangka
Penyusunan Laporan Barang
Milik Daerah

Indikator Kinerja : Jumlah
Laporan Hasil Rekonsiliasi
dalam rangka Penyusunan
Laporan Barang Milik Daerah

14.486.000,00

14.456,776,00

4 Dok

4 Dok

99.80

Penyusunan Laporan Barang
Milik Daerah

Indikator Kinerja : Jumlah
Laporan Barang Milik Daerah
yang Disusun

5.078.100,00

4.476.575,00

1 Lap

1 Lap

88.15

10

Pembinaan Pengelolaan
Barang Milik Daerah
Pemerintah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah
Orang yang Mengikuti
Pembinaan Pengelolaan
Barang Milik Daerah
Pemerintah Kabupaten/Kota

24.988.000,00

24.281.225,00

25 Dok

25 Dok

97.17

v

PROGRAM PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH

1.686.028.884,00

1.415.058.429,0
(0]

83,93
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Perencanaan pengelolaan
pajak daerah

Indikator Kinerja : Jumlah
Dokumen Rencana
Pengelolaan Pajak Daerah

521.835.065,00

468.842,214,00

12 Dok

12 Dok

89,84

Analisa dan Pengembangan
Pajak Daerah, serta
Penyusunan Kebijakan Pajak
Daerah

Indikator Kinerja : Jumlah
Dokumen Hasil Analis Pajak
Daerah serta Pengembangan
Pajak Daerah dan Kebijakan
Pajak Daerah

129.920.100,00

121.026.583,00

2 Dok

2 Dok

93.15

Penyuluhan dan
Penyebarluasan Kebijakan
Pajak Daerah

Indikator Kinerja : Jumlah
Laporan Pelaksanaan
Penyuluhan dan
Penyebarluasan Kebijakan
Pajak Daerah

37.750,000,00

32.860.191,00

1 Lap

1 Lap

87,05

Penyediaan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan Pajak
Daerah

Indikator Kinerja : Jumlah
Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Pajak Daerah

103.000.000,00

85.897.520,00

4 unit

4 Unit

83.40

Pendataan dan Pendaftaran
Objek Pajak Daerah

Indikator Kinerja : Jumlah
Laporan Hasil Pendataan dan
Pendaftaran Objek Pajak
Daerah, Subjek Pajak dan
Wajib Pajak Daerah

133.896.000,00

131.432.173,00

20 Lap

20 Lap

98,16

Pengolahan, Pemeliharaan,
dan Pelaporan Basis Data
Pajak Daerah

Indikator Kinerja : Jumlah
Laporan Hasil Pengolahan,
Pemeliharaan, dan Pelaporan
Basis Data Pajak Daerah

61.789.000,00

60.538.493,00

1 Lap

1 Lap

97,98

Penilaian Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBBP) serta Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB)

Indikator Kinerja : Jumlah
Objek Pajak yang Disesuaikan
NJOP nya

67,738,000,00

66.088.609,00

20 Op

20 Op

97,57
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Penetapan Wajib Pajak Daerah

Indikator Kinerja : Jumlah
Dokumen Ketetapan Pajak
Daerah

78,316,000,00

73.858.458,00

1 Dok

1 Dok

98.31

Pelayanan dan Konsultasi
Pajak Daerah

Indikator Kinerja : Jumlah
Layanan dan Konsultasi Pajak
Daerah

24.058.000,00

16.539.738,00

100
layanan

100 layanan

68,75

10

Penelitian dan Verifikasi Data
Pelaporan Pajak Daerah

Indikator Kinerja : Jumlah
Data Pelaporan Pajak Daerah
yang Telah Dilakukan
Penelitian dan Verifikasi

17.150,000,00

15.775.929,00

1 Dok

1 Dok

91.99

11

Penagihan Pajak Daerah

Indikator Kinerja : Jumlah
Dokumen Hasil Pelaksanaan
Penagihan Pajak Daerah

108.050.000,00

102.856.517,00

1 Dok

1 Dok

95.19

12

Penyelesaian Keberatan Pajak
Daerah

Indikator Kinerja : Jumlah
Dokumen Hasil Penyelesaian
Keberatan Pajak Daerah

19.862.000,00

18.442.406,00

1 Dok

1 Dok

92,85

13

Pengendalian, Pemeriksaan
dan Pengawasan Pajak Daerah

Indikator Kinerja : Jumlah
Dokumen Hasil Pemeriksaan
serta Pengendalian dan
Pengawasan Pajak Daerah

26,214.000,00

19.711.855,00

1 Dok

1 Dok

75,20

14

Pembinaan dan Pengawasan
Pengelolaan Retribusi Daerah

Indikator Kinerja : Jumlah
Laporan Hasil Pembinaan dan
Pengawasan Pengelolaan

Retribusi Daerah

356.450,719,00

201.187.743,00

1 Lap

1 Lap

56,44

Sumber RFK per 31 Desember 2025 dan DPA Perubahan 2025

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran masing-masing kegiatan

per program rata-rata tercapai

94,13%.

Hal ini

menunjukkan bahwa

penyerapan dana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami penurunan dibandingkan Tahun

Anggaran 2024 yang hanya 98% dikarenakan efisiensi anggaran.
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4.1.

BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi, dan analisis terhadap

capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025, dapat disimpulkan

beberapa hal sebagai berikut:

1.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan kinerja;

Capaian indikator kinerja utama menunjukkan bahwa sebagian
besar target yang ditetapkan dapat tercapai dengan tingkat
realisasi yang baik. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan
kinerja organisasi dalam melaksanakan fungsi pengelolaan
keuangan daerah dan pengelolaan pendapatan daerah;
Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan
secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini didukung
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oleh koordinasi yang baik antar perangkat daerah serta
peningkatan kualitas sistem administrasi pengelolaan keuangan
daerah;

4. Dalam pengelolaan pendapatan daerah, pemerintah daerah terus
melakukan berbagai upaya optimalisasi penerimaan daerah melalui
peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi,
penguatan sistem pemungutan, serta pemanfaatan teknologi
informasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

5. Meskipun secara umum capaian kinerja sudah menunjukkan hasil
yang baik, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan program dan kegiatan, baik yang bersifat teknis
maupun administratif, yang perlu menjadi perhatian dalam
peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Dengan demikian, kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 dapat
dikategorikan baik, namun tetap memerlukan upaya perbaikan dan
peningkatan secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola

keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
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4.2. Saran

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Badan Pengelolaan

Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada

tahun-tahun mendatang, beberapa saran yang dapat disampaikan

antara lain sebagai berikut:

1.

Perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia
aparatur melalui pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan
keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah, serta sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan
keuangan dan pendapatan daerah guna mendukung proses
administrasi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel;
Memperkuat koordinasi dan sinergi antara Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan perangkat daerah
lainnya dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah dan
pengelolaan keuangan daerah;

Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program
dan kegiatan agar setiap permasalahan yang muncul dapat segera

diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara tepat.
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S. Meningkatkan inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat,
khususnya dalam pelayanan perpajakan dan retribusi daerah guna

mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak daerah.

4.3. Tindak Lanjut
Sebagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja organisasi
pada tahun berikutnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar akan melaksanakan beberapa

langkah tindak lanjut sebagai berikut:

1. Melakukan penyempurnaan perencanaan Kkinerja dengan
menyesuaikan indikator kinerja yang lebih terukur, realistis, dan
selaras dengan tujuan pembangunan daerah;

2. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan
melalui penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap
pelaksanaan anggaran dan capaian kinerja;

3. Mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui intensifikasi
dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah serta
peningkatan sistem pengawasan pemungutan pajak dan retribusi

daerah;
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4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui
penguatan sistem pengendalian internal serta peningkatan kualitas
laporan keuangan daerah.

S. Mengembangkan sistem digitalisasi dalam pengelolaan keuangan
dan pendapatan daerah guna mendukung terciptanya tata kelola
pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan kinerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar pada tahun-tahun mendatang dapat terus meningkat serta
memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam mendukung

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Benteng, 10 Februari 2026

Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah,

NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19832505 200604 1 016
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